MAHEKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Rays Arpana Mo, 16-18, Kscamatan Sawahan Kot Surabaga. Jasa Timter 80251
www, pr-surabayakota.go.id, malgpa-aerabayaloora go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI KASASL
(SURAT TERCATAT)
MNo.141/Akte.Pdt.Kasasi/2026/PN.SBY

Nomor, 1303/Pdt.Bth/2025 /PN Sby jo Nomor : 667 /PDT/2026/PT SBY.
Saya Kariadi Budi Iswanto, SH selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Neger Surabaya atas
perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;
JTELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:
Mama : Nyonya Tengku Handayani
Alamat : Jalan Ngagel Wasana V' No. 40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan
Gubeng, Kotz Sursbaya, berdasarkan Surat  Keterangan  MNomor
470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahul keberadaannya
dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Sebagal ¢ Turut Termohon Kasasl - IT semula Turut Terbanding I1/Turut Terbantah
II;
Bahwa memoarl kasasi tertanggal 21 September 2026, diajukan secara elektronlk melalul aplikasi e-Court
Kepaniteraan Pengadilan Negerl Surabaya, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertamggal 27
Agustus 2026 Nomor ;: 667 /PDT/2026/PT SBY jo Nomor. 1303/ Pdt.Bth /2025 /PN Sby oleh:

Mama ¢ RIFANI FAUZI S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada "Rifani fauzi S.H
& Rekan”
Alamat + Jalan Babadan Rukun 11 Mo.1?7 Surabava, Kelurahan Dupak, Kecamatan

Krembangan, Kota Surabaya, lawa Timur

Selaky ¢ Kuasa darl JERRY OLIMAN
Sebagai ¢ PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT ;
Dalam perkara antara :
Jerry Oliman sebagal Pemohon Kasasi;
Lawan
John Ranhaten Limanto sebagal Termohon Kasasi;
dan

Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagal Para Turut Termohon Kasasi;

Kepada pihak dimaksud dijelaskan akan hakmya bahwa ia dapat memberikan jawaban terhadap memaori tersebut
yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam
tenggang wakiu sebagaimana telah ditentukan Undang-Undang;

Adapun Pekerjaan ini saya falankan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada
papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenainya
sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan;

Catatan :

Pemberitahuan inl dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Momor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 tahun 2019 tentang Administrasl Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.




KANTOR HUKUM

7 GPIFANT FAVZI, SH. L REKAN

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

|. Eabhadan Rukun || No. 17 Surab

. HP:OA] 5588 13350

HP: 081515148120

MEMORI KASASI

Dari :
JERRY OLIMAN
Keberatan Terhadap

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
NO.661/PDT/2026/PT.SBY Tanggal 21 Agustus 2026

Jo.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NO. 1303/Pdt.Bth/2025/PN.5by Tanggal 22 Juni 2026

Perkara Antara :

- JERRY OLIVIAN, sebagai.iccerrerasrssssrsssssarssssssnssancssesss PENIOHON KASAS]
MELAWAN
- JOHN EANHARTEN LIMANTO, sebagai ...........ccccnemvvennero. . LERMOHON KASASI
- Nyonya Janda PIK INDAH WATI GUNAWAN, sebagai TURUT TERMOHON
KASAS] |
- Nyonya TENGEU HANDAYANI, sebagai ........coc... TURUT TERMOHON KASASI I
- Nyonya TENGEUNOORINA SARI, sebagai .......... TURUT TERMOHON KASASI II1.

Surabaya, Z! September 2026

Eepada Yth,
EKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia
JL.Medan Merdeka Utara No.89 - 13
In-=
JAEKARTA

Melalui :
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Jalan Raya Arjuno No.16-18
surabaya
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Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : RIFANI FAUZI 5.H
Tempat/Tgl lahir  : Banjarmasin, 27 November 1968
Jenis kelamin : Laki-Lalkd
Agama : Islam
Alamat : Jalan Babadan Rukun Il No 17 Surabaya
Pekerjaan : Advokad
Status kawin : Budah Menileah
Pendidilzan : Strata | lmu Hukum
Nomor KTA : 86.10481
Berlaku KTA : Hingga 31 Desember 2027
2. Nama : MUHAMMAD RIFAHMI ,5.H.
Tempat/Tgl.Lahir :Surabaya, 19 Mei 1997
JenisEelamin : Lald-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : JL.Bandar Gg.IV Belakang No.39C RT.03 RW.03,
Sepanjang, Taman, Kab.Sidoarjo
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Belum Menikah
Pendidikan : Btrata 1 [lmu Hukum
Nomor KTA : 22.1065, Berlaku Hingga 31 Desember 2026
3. Nama : M. SANDY YULLANTO, 5.H., ML.H.
Tempat/Tgl.Lahir :SIDOARJO, 28 AGUSTUS 1896
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Sambibulu Rt.003/Rw.001, Taman , Kab.Sidoarjo
Pekerjaan : Advolkat
Status Kawin : Belum Menikah
Pendidikan : Strata 2 Omu Hukum
Nomor KTA : 24.02258, Berlaku Hingga 31 Desember 2027

Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Huloam “SIFAN FAUZS
SH & RENAN", berkedudukan di Jalan Babadan Rulkun II No.17 Kelurahan Dupal,
Kecamatan Erembangan, Kota Surabaya, dan dengan alamat Elektronika (E-Court)
: rifanipengacara@gmail.com, serta HP Nomor 081333313350, selanjutnya disebut
PENERIMA KUASA, bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Surabaya, 31 Agustus 2026 (terlampir
dalam berkas), bertindak untuk dan atas nama Pember Kuasa :

Nama : JERRY OLIMAN
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 24 Juli 1966
Umur : 60 Tahun
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Jenis kelamin : Laki-lald

Agama : Katholik

Warga Negara : Indonesia

Status : Kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Wonorejo Permai Selatan 2/7 CC-139 RT.007 RW.0086
Eel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya

ETP/NIK : 3615182407660003

dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hulum (domusili) di alamat kantor
kuasanya sebagaimana tersebut di atas dan untuk itu selanjutnya disebut

sebagai PEMIOHON KASASI

Bahwa PEMOHON KASASI pada hari Rabu, Tanggal 09 September 2028, telah
menyatakan permohonan untuk pemeriksaan Kasasi pada EKepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya, melalui Aplikasi E-Court sebagaimana tersebut
dalam  AKTA  PERMOHONAN  KASAS] SECARA  (E.Court) No.
141/Akta.Pdt.Kasasi/2026/PN.SbY No. 1303/Pdt.Bih/2026/PN Sby, sehingga
permohonan kasasi ini memenuhi syarat hukum sebagai permohonan Kasasi yang
sah.

Dengan ini PEMOHON KASAS] menyampaikan keberatan terhadap putusan
Pengadilan Tinggli Surabaya tertanggal 21 AGUSTUS 2026, Nomor
667/PDT/2026/PT.SBY, yang amarnya berbunyi antara lain sebagai berikut :

MENGADIL ;

» Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah

» Menguatkan pulusan Pengadilan Negert Surabaya  Nomor
1303/Pdt. Bth/2025/PN.Sby tanggal 22 Juni 2028 yang dimohonkan
banding;tersebut

» Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demilian pula PEMOHON EASAS] dalam Memori Kasasi ini menyampaikan
keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Juni 2026,
Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN.5by, yang amarnya berbunyi antara lain sebagai
berikut :

MENGADILI :

Dalam Provisi:
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Menolak tuntutan Provisi Pembantah;
Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard);

Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.925.000,00
(Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya Memori KEasasi oleh
Pemohon Kasasi , adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi dalam megajukan upaya hukum EKasasi ke
mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berdasarkan Pasal 30
ayat (b) UU No.l4 Tahun 1985, yvanga menyatakan, dalam hal
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan ataun
penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan
karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

- Bahwa dalam bukunya "Hukum Acara perdata” mantan Halam Agung M
Yahya Harahap 5.H., mengatakan Putusan Mahkamah Agung No.l1860
E/PDT/1984 memuat kaidah hukum putusan disebut onvoldoende
gemotiveerd kalau halim tidak mempetimbangkan secara seksama fakta
yang ditemukan dalam persidangan. Dan dikatakan oleh M. Yahya Harahap
5H., bahwa onvoldeende gemotiveerd adalah masalah yuridis,
konsekuensinya putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup
pertimbangan bisa dibatalkan ditingkat banding, demikian seterusnya
ke Mahkamah Agung.

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Judec facty telah salah menerapkan atau
melangar hukum mengenai hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B)
dalam memeriksa perkara a quo secara keseluruhan,

- Bahwa hulum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PF]JB) adalah kesapalat awal
antara penjual dan pembeli untuk jual beli tanah/bangunan yang belum

dﬂPﬂt dilakukan transaksi AJB Eﬁkla}uﬂ B EhI ﬂmam.hmimukmhm
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Bahwa dengan demikian berdasarkan hukum Termohon Kasasi bukan
pemilik ocbyek sengleta berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli (PPJBE)

Bahwa dalam Putusan Mahakamah Agung (MA) Ne.3753 E/Pdt/2020, telah
menampilkan Kaidah Hukum, bahwa PPJB belum memindahkan hak
kepemilikan Obyek perjanjian dari pemiliknya. Halkim Kasasi menyatakan
bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 menyebutkan :
peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT.

Bahwa terdapat kasus serupa dengan Putusan dalam Putusan Mahkamah
Agung MA No.3753 E/Pdi/2020 yang terjadi di Sleman melalui Putusan
No.170/Pdt.G/2025/PN.8mn. Majelis Hakim mempertimbangkan kaidah
hukum Putusan MA No.3753 K/Pdt/2020 secara eksplisit sebagai
berikut :

1. PP]JB bersifat obligatoir, hanya menimbulkan hak dan
kewajiban untuk membuat AJB, sehingga tidak
mengalihlkkan hak milik atas tanah

2. Peralihan hak atas tanah baru terjadi secara hukum jika
sudah dibuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT sesuai Pasal
31 ayat{l) PP 24 Tahun 1997 dan didaftarakan ke Kantor
Pertanahan

3. Pembeli yang hanya memegang PPJB lunas, tidak
memiliki hak kebendaan atas tanah. Jika penjual menjual
lagi ke pihak ketiga dengan AJB yang sah, maka pembeli
PPJB hanya memiliki hak menuntut Ganti rugi secara
perdata kepada penjual.

Bahwa berkaitan dengan perkara a quo peralihan hak atas tanah harus
tundul: pada Perda No.3 Tahun 2016 tentang [zin Pemakaian Tanah, yang
mana hal ini masuk dalam otonomi daerah,

Bahwa untuk dapat tanah milik Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan
Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, haruslah :

- benar-benar menguasai fisik tanah, berdasarkan Pasal 3 (1) dan
penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016 dan

—_——— e
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- adanya terlebih dahulu persetujuan pengalihan IPT dari Kepala Dinas
berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 20186.

Dengan demikian Termoon Kasasi/Terbanding/Terlawan bukan sebagai
pemilik Obyek sengketa, akibat belum/tidak adanya persetujuan
pengalihan IPT dari Kepala Dinas dan tidak mengusai fisik tanah, maka
tentunya Ketua Pengadilan Negeri yang mencermati perkara a quo bisa
mengeluarkan putusan nen-executable terhadap perkara
No.782/Pdt.G/2012/PN.Bby Jo. 376/PDT/2013/PT.8by Jo. No.1660
K/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019 tersebut.

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak teliti dan
tidak cukup pertimbangannya (Onveoldoende gemotiveerd) dalam
pertimbangan hukumnya dalam perkara a quo, sehingga telah salah
menerapkan hukum mengenai PPJB atau Akta Pengikatan Jual Beli
yang di miliki Termohon Kasasi

- Bahwa dalam perkara a quo Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan
diterbitkannya Penetapan Eksekusi No. 32/Pdt.EKS/2025/PN Sby yang
berkaitan erat dengan Putusan No.7182/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo.
376/PDT/2013/PT.Sby Jo. No.1660 E/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019,
dimana, menurut Pemohon Kasasi penerbitan Penetapan Eksekusi No.
32/Pdt.EKS/2025/PN.5by tersebut didasarkan pada hasil resume yang tidak
teliti dan cenderung gegabah terhadap putusan No.782/Pdt.G/2012/PN.Sby
Jo. 376/PDT/2013/PT.Sby Jo. No.1660 K/PDT/2014 Jo. No.301 FE/PDT/2018
tersebut.

- Bahwa dalil Termoon Kasasi/Terbanding/Terlawan dalam perkara a quo,
dalam hal membeli Obyek Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan
seluas 100,00 M? yang terletak di Jalan Bratang Jaya 5% Blok A/10 Surabaya,
adalah berdasarkan atas Akta Pengikatan Jual beli No.04 tertanggal 3
Februari tahun 2010 yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Herman
Soesilo.

Bahwa dalam Amar Putusan Peninjaukan Kembali (PK) Nomor : 301
PE/Pdt/2018 (Bukti Plw-5), pada point 2 yang berbunyi : “..terhadap hak
milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat [V Konvensi,...".

sedangkan pada point 3 berbunyi : “Menyatakan secara hukum yang sah atas
obyek berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya..."

Bahwa dengan demikian putusan Peninjavan Kembali Nomor : 301
PE/PAt/2018 mengandung kesalahan yang fatal karena pertimbangan
dan putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut cleh Hakim Agung PK,
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sudah dianggap tanah Obyek Sengketa menjadi mililk Termohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan, padahal masih PPJB atas bangunan bulan
atas tanahnya, maka selanjutnya_penerbitan Penetapan Eksekusi No.
d42/Pdt EE5/2025/PN Sby. mengandung cacat hukum, dimana tidak secara
cermat dan tidak teliti mengenai persoalan kepilikaan Obyek Sengketa
dalam perkara a quo,

- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B) didefinisikan oleh Peraturan
Pemerintah No.l2 Tahun 2021 dalam Pasal | angka 1]l yang berbunyi
sebagal berikut :

“Perjanjian Pendahuluan fual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli
yang selanjuinya disebut PP|B adalah kesepakalan antara pelaku
pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli Rumah atau
satuan Rumah susun yang dapat dilakukan olel pelaku pembangunan
sebelum pembangunan uvnfuk Rumah susun atae dalam proses
pembangunan unfuk Rumah tunggal dan Rumah deret yang dibuoat di
hadapan notaris".

- Bahwa dengan adan falkta hukum tersebut, Termohon

mmm,_adﬂn?a pﬂrsﬂtu]uan pengallharl IE'T ::la.n Eepala Dm&n
berdasarkan Pasal B .H.?at [E} Perda Neo.3 Tahun 2016 dan Penguasaan fisik

Egr‘h:a.ra A quo sahmsny_g mangelua.rkan putusan non-execufable
terhadap perkara No.782/Pdt.G/2012/PN.5by Jo.
316/PDT/2013/PT.5by Jo. Ne.1660 K/PDT/2014 Jo. Ne.301
PE/PDT/2019 tersebut.

- Bahwa dengan Putusan Peninjauan Kembali No.301 PE/PDT/2019 (Bukt
Plw-5) dalam perkara a quo, untuk pengosongan atas Obyek Sengketa
tidak bisa dijalankan dan tidak bisa dilaksanakan, karena
Terbanding/Terbanding bukan pemilik yang sah yang dapat
mengosongkan Obyek sengketa dalam perkara a quo.

- Bahwa dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim Agung pada
Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini, berdasarkan Pasal
pasal 50 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dapat
memerilksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan memalkai hukum
pembukiian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.

m
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Bahwa Pasal 50 ayat (2) UU No.14 tahun 1985 Tentang Mahakamah
Agung berbunyi sebagai berilut :

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan
mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian
yang berlalku bagi Pengadilan Tingkat Pertama".

II. JUDEC FACTY SALAH MENARAPHAN HUKUM ATAU MELANGGAR
HUKUM PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 3 TRAHUN 2016
TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH YANG DITERBITEAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

1. Bahwa dalam pemeriksaan Perkara No.782/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo.
376/PDT/2013/PT.5by Jo. No.1660 K/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2018,
vang kemudian terbitnya Penetapan Ekselkusi No. 32/Pdt.EES/2025/FN
Sby, tidak ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang menggunakan
dasar hukum Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
IZIN PEMAKAIAN TANAH yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya,
sebagai Peraturan khusus untuk Obyek Sengketa.

Bahwa berdasarkan hukum seharusnya untuk sengketa tanah di Surabaya
yang dikenal dengan Surat [jo, dimana dimana Obyek sengketa a quo alas
haknya Izin Pemakaian Tanah, seharusnya menggunakan Peraturan
Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAKALAN
TANAH yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan demikian Penetapan Eksekusi Nomor 32/Pdt.Eks/20256/FN.Sby
mengandung cacat hukum dengan salah menerapkan hukum yang
sebenarnya, sehingga tidak dapat dijalankan (Non EXECUTABLE)

2. Bahwa berdasarkan hukum, TUJUAN dari PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH,
sebagaimana terlihat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah (Perda) tersebut,

yang berbunyi :

“Tufuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka
tertib administrasi pemanfaatan fanah serta sebagai bentuk
pengendalian atas pemakaian tanah milik dan/atau dikuasai
Pemerintah Daerah oleh pihak lain."

Dengan demikian dapat dibuktikan perscalan Obyek Sengketa berupa
Ruko Jalan Bratang Jaya 58 Blok A/10 Surabaya (Bukti Plw-6), haruslah
berdasarkan dan mengikuti ketetapan Pemerintah Daerah Eota
Surabaya NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN

e
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TANAH, dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan tanah serta sebagai
bentuk pengendalian tanah yang dimiliki dan /atau dikuasai Pemerintah
Daerah Kota Surabaya.

Dengan demildan berdasarkan hukum dapat dinyatakan ada kesalahan
menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 782/Pdt.G/2012/ PN.5by tanggal 20
Maret 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 376/Pdt./2013/
PT.5by tanggal 19 September 28013, Putusan MA Nomor : 1660 E/Pdt/2014
tanggal 19 Maret 2015 dan Putusan PK Nomer : 301 PK/PAdr/2019 tanggal 23
Oktober 2019, tersebut karena tidak menggunalkan Dasar Hukum
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
[ZIN PEMAKAIAN TANAH.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAKALAN TANAH, menyatakan ;

“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah.”

Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikelnarkan Pemerintah Kota
Eura!:-a"jra. dapat dibuktikan Ianﬂ;_ﬂhuk_&nshﬂa_ﬂ:hnm

4. Berdasarkan bunyi Pasal 3 (1) PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG I[ZIN PEMAKAIAN TANAH, telah
menyatakan :

“Pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang
senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang
tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah".

Berdasarkan Penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Perda No.3 Tahun Z016
tentang Izin Pemakaian Tanah, telah dijelaskan :

"Yang dimaksud pihak yang senyaia-nyata menguasai adalah pihak
yang menguasai secara fisik tanah".

Berdasarkan Pasal 3 (1) dan penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016
tersebut, dapat dibuktikan untuk mendapatkan Izin Pemakaian
Tanah adalah pihak yang memerlukan afau senyafa-nyala menguasai
m&m_{k{t_'[ﬁm milik Pemerintah IKota Surabaya '.I'muhn.t.
sehingga D 3 pleh
Eisanﬂnrnhan:lin Bulkti Plw-1 -
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anah dan bangunan Obyek sehingga
Pemchon Kasasi/Pembanding/Pelawan berdasarkan hukum
diutamakan dapat mendapatkan Izin Pemakaian Tanah dari Pemilik
Tanah yaitu Pemerintah Hota Surabava.

Berdasarkan bukti Plw-1, Termohon Kasasi/Terlawan merupakan pihak
yang mengajukan pengosongan atas tanah dan bangunan Obyek
sengketa, maka secara hukum dalam perkara a quo Termohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan bukan pihak yang senyata-nyata
menguasai tanah milik / dikuasai Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

5. Berdasarkan Bukti Plw-11 sampai dengan Bukti Plw-35, dapat dibuktikan
Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan sejak tanggal 12 Juni 20089 sudah
menguasal fisik tanah dan bangunan obyek sengketa dengan cara
menyewa kepada Turut Termochon Kasasi [, II dan [Il/Para Turut Tergugat,
yang kemudian berdasarkan Bulti Plw-35 sampai dengan Bukti Plw-138
dapat dibuktikan penguasan obyek sengketa secara nyata oleh Pemohon
Kasasi/Pembanding/Pelawan membeli dari Para Twmut Termochon
Kasasi/Para Turut Tergugat secara angsuran dan akan dibayar secara lunas
cleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan, setelah Para Turut Termohon
Kasasi/Para Turut Tergugat sebagai ahli waris Tengku Aseng sebagai
pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT), meminta kepada Pemkot Surabaya
menerbitkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang beralih ke ahli waris yang
dalam hal ini adalah Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan.

Berdasarkan fakia persidangan, dalam perkara a quo Para Turut Termohon
Kasasi/Para Turut Terlawan, sudah dipanggil secara patut dan telah pula
dipanggil secara umum melaloi EKoran, namun tidak pemah hadir
dipersidangan, dengan demikian terbukti Para Turut Termochon
Kasasi/Para Turut Terlawan sebagai ahli waris, telah melepasakan haknya
atas Tanah dan Bangunan Obyek Sengketa.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan adalah pihak yang
menguasai Obyek Sengketa yang terletak di Jalan Bratang Jaya 59 Blok
A/S10 Surabaya tersebut, dan Tenglku Aseng sebagai pemegang IPT telah
meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2005 (berdasarkan Bulkti Flw-T dan
Plw-8 serta dalam Bukt Plw-2 sebagal bukti Tergugat IV sekarang
Termchon Kasasgi/Terlawan a quo), sehingga Pemohon
Kasasi/Pembanding/Terlawan berhak untuk selanjutnya
mengajukan Izin Pemakaian Tanah (IPT), karena Pemochon
Kasasi/Pembanding/Pelawan secara nyata-nyata menguasai fisik
Tanah dan Bangunan Obyek Sengketa, dan Izin Pemakaian Tanah
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(IPT) telah berakhir karena pemilik IPT (Tengku Aseng) meninggal
dunia dan ahli warisnya tidak meneruskan IPT.

6. Bercdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 20186
TENTANG [ZIN PEMAKAIAN TANAH, menyebutkan :
“IPT dapat berakhir apabila :

I.masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak
memperpanjang IPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
&. atas perminiaan sendiri;
J. pemegang IPT meninggal dunia;
4. IPT dicabut.
Dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan :
“Dalam hal pemegang IPT meninggal dunia, maka ahli warisnya
dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk
mendapatkan IPT sesuai kelentuan yang berlaku”.

Berdasarkan Bukti Plw-6 berupa [zin Pemalkaian Tanah ([FT) atas nama
Tengku Aseng berakhir pada tanggal 9-12-2008, yang kemudian
berdasarkan Bukti Plw-7 dan Bukti Plw-8 (juga ada dalam Bukti Plw-2),
membulktikan Tenglku Aseng meninggal pada tanggal 8 Juli 2008, sehingga
Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama Tengku Aseng berdasarkan pasal
10 hiaruf ¢ Perda NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN
TANAH, telah berakhir sejak Tengku Aseng meninggal dunia pada tanggal
8 Juli 2008.

Berdasarkan Bukti Plw-1l sampai dengan Bukt Plw-138, Pemnohon
Kasasi/PemBanding/Pelawan dapat membuktikan, Pemohon Kasasi telah
gecara nyata-nyata menguasal fisik Obyek Sengketa dengan cara
menyewa dan membeli fisik Obyek Sengketa dari Para Turut Termohon
Kasasi sebagai ahli waris Tengku Aseng sebagai pemegang [zin
Pemakaian Tanah (IPT). Sehingga secara serta merta Pemohon
Banding/Pelawan bisa langsung mengajukan Izin Pemakaian Tanah (IPT)
karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang secara nyata-nyata menguasai
Obyek Sengketa, dimana disebabkan ahli waris Tenglku Aseng yaloua Para
Turut Termohon Kasasi tidak meneruskan perpanjangan IPT.

Berdasarkan hukum sejak pemilik IPT yaitu Tengku Aseng
meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2005 maka Tanah milik
Pemerintah Kota Surabaya kembali menjadi tanah milik Pemkot Kota
Surabaya (negara). Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Ruang
Lingkup Permasalahn Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12)
menjelasakan mengenai salah satu syarat eksekusi yang tidak dapat
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dijalankan (non-executable) adalah Perubahan status tanah menjadi
milik negara.

7. Dalam perkara a quo, Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan dalam hal
membeli Obyek Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas
100,00 M® yang terletak di Jalan Bratang Jaya 58 Blok A/10 Surabaya, adalah
berdasarkan atas Akta Pengikatan Jual beli (PPFJB) No.04 tertanggal 3
Februar tahun 2010 yang dibuat di hadapan pejabat Notans Herman
Soesilo.

Bahwa menurut hukuom Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B) adalah
kesapalkat awal antara penjual dan pembeli untuk jual beli
tanah/bangunan yang belum dapat dilakukan transalksi AJB (Akta Jual Beli),
dimana berdasarkan hukum dalam perkara a quo, Akta Pengikatan Jual
beli No.04 tertanggal 3 Februari tahun 2010 yang dipegang oleh Termohon
Kasasi/Terlawan bukan bukti peralihan hak atas tanah, melainkan hanya
janji untuk melakukan transaksi jual beli, dimana faktanya Termochon
Banding/Terlawan tidak melakukan jual beli (AJB) dengan Para Turut
Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan dan Tidak mempunya persetujuan
pengalihan IPT dari kepala Dinas

Bahwa dengan demikian penerbitan Penetapan Eksekusi No.
32/Pdt.EKS/2028/FN Sby, mengandung cacat hukum, dimana tidak secara
cermat dan tidak teliti mengenai persoalan kepilikaan Obyek Sengketa
dalam perkara a quo, dimana berdasarlan Pasal 1 angka 6 Perda No.3
Tahun 2016 tentang [zin Pemakaian Tanah, menyatakan :
“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah.”

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016, menyebutkan :
“"Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas".

Dengan demikian Akta Pengikatan Jual beli (PFJB) No.04 tertanggal 3
Februari tahun 2010 yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Herman
Soesilo, mengadung cacat hultum untuk membeli Obyek Sengketa, karena
tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari
Kepala Dinas.
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Maka setelah Pemilik IPT yaitu almarhum Aseng meninggal dunia,
secara hukum dapat dinyatakan tanah Obyek Sengketa kembali
menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya.

Untuk mendapat IPT tanah milik Pemerintah Kota Surabaya,
berdasarkan Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah,
haruslah :

- benar-benar menguasai fisik tanah, berdasarkan Pasal 3 (1) dan
penjelasan Perda Ne, 3 Tahun 2016 dan

- adanya persetujuan pengalihan IPT dari Kepala Dinas
berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016,

Dengan demikian Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan bukan
sebagai pemilik Obyek sengketa, akibat belum/tidak adanya persetujuan
pengalihan IPT dari Kepala Dinas dan tidak mengusai fisik tanah, maka
teniunya Ketua Pengadilan Negeri yang mencermati perkara a gquo
seharusnya mengeluarkan putusan non-executable terhadap perkara
No.782/Pdt.G/2012/PN.8by Jo. 376/PDT/20153/FT.8by Jo. No.l660
E/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2018 tersebut.

8. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan ;
“Pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yvang memeriukan atau yang
senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang
tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah".

Berdasarkan Bukti Plw-1 membulktikan Obyek Sengketa perkara a quo
dikuasai dan ditempati oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan.
Dimana hal tersebut dapat dibuktikan dalam kesaksian- kesaksian saksi-
saksi yang menjelaskan Pelawan / Penggugat orang yang menyewa
sebagaimana disebut dalam kesaksian dalam Bukti Flw-2.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan adalah pihak yang senyata-
nyata menguasai Obyek Senglketa, maka berdasakan hukum Pasal 3
ayat (1) Peraturan Daerah NOMOR 3 TAHUN 2016 tentang Izin
Pemalkaian Tanah (IPT), Pemochon Kasasi yang senyata-nyata
menguasai tanah Obyek senglketa, merupakan pihak yang bisa
mendapatlkan Izin dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemilik
tanah (vide Pasal 1 angka 6 Perda Kota Surabaya No.3 Tahaun 2016
Tentang Izin Pemakaian Tanah). Dengan adanya Bukti Flw-11 sampai
dengan Bukti Plw-138, membuktikan Pemohon Kasasi/
Pembanding/Pelawan adalah mengontrak yang kemudian membeli

e
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dengan cara Angsuran, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan
merupakan pihak vyang menguasai tanah Obyek Sengketa yang
merupakan milik Pembkot Surabaya, sehingga berdasarkan hukum
Pemohon Kasasi dapat dan berhak untuk mendapatkan Izin Pemakaian
Tanah (IPT) berdasarkan Perda Kota Surabaya No.3 Tahun 2018.

8. Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH Pasal 9 ayat (1), Pengalihan [PT
disebabkan hal-hal sebagai berikut :

a. pewarisan bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;
b. hibah bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

€. jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;
d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah IPT.

Ayat (2)

“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas”.

Berdasarkan Perda NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN
TANAH, menurut hukum jual bel tanah dan Bangunan Obyek sengketa
perkara a quo haruslah terlebih dahulu mendapatkan pengalihan lzin
Pemakaian Tanah (IPT) dari Kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkara a gquo berdasarkan hukum Termohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan tidak pernah membuktikan dalam
perkara awal sebagaimana terlihat dalam Bukti Plw-2, Plw-3, Plw-4
dan Plw-5, telah mendapatkan persetujuan pengalihan Izin
Pemalaian Tanah (IPT) dari kepada Dinas Pemerintah Kota
Surabaya.

10.Berdasarkan bukti Plw-5, Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan
keberatan dengan putusan Peninjanan Kembali (PK) Nomor : 301
PE/Pdt/2019 tanggal 23 Oktober 2018, pada Putusan point 3 yang
berbunyi :
“Menyatakan secara hukum yang sah atas obyck berupa sebidang
tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya telah dibeli sah
vleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konvensi®

Berdasarkan Bukti Plw-5 tersebut membuktikan adanya pembelian
bangunan diatas tanah IPT oleh Termohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan, padahal berdasar:an hukum Perda
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Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Dalam Pasal 9 ayat
(1), Pengalihan IPT disebabkan hal-hal sebagai berikut :

a. pewarisan bangunan yang berdiri diatas tanah [PT;

b. hibah bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

c. jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah IPT.

Ayat (2)
“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus

terlebih dahulu mendapathkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas".

Berdasarkan Perda NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN
TANAH, dapat dibuktikan jual beli tanah dan Bangunan Obyek sengketa
perkara a quo haruslah terlebih dahulu mendapatkan pengalihan [zin
Pemakaian Tanah (IPT) dari Kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkara a quo dapat dibuktikan Terbanding/Terlawan tidak pernah
membuktikan dalam perkara awal sebagaimana terlihat dalam Bukti Plw-
2, Flw-3, Plw-4 dan Plw-5, telah mendapatkan persetujuan pengalihan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) dan kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.
Dengan demikian lkatan Jual Beli (Bukti Flw-T / ada dalam Bukti Flw-2) oleh
Terbanding/Terlawan dengan Para Turut Terlawan melanggar pasal 8 ayat
{2) Perda No.3 Tahun 2016 tentang IPT.

Dengan tidak adanvya terlebih dahulu persetujuan pengalihan IPT dari
Kepala Dinas, membultiltan Ikatan Jual Beli (PP]JB) dan bangunan
atas Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Terbanding/Terlawan
tidak sah karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana Perda
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAEKAIAN TANAH.

Berdasarkan seluruh bukti dan dalil-dalil yang disampaikan
Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan dalam perkara a quo dapat
dinyatakan Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Eksekusi
Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.Sby, adalah benar karena tidak sesuai
hukum dan Judec factie tels pak : g¢

hukum yvang berlaku yaitu m-elangga: da.-n tl.dak memnpkm Pn'dl
Neo.3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah, karena tanah milik
Pemerintah Kota Surabaya, dimana seharusnya dengan adanya
otonomi Daerah dan kekhususan penggunaan tanah dan bangunan
obyek sengketa maka harus menggunakan dasar hukum Perda No.3
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Tahun 2016 tentang Izin Penggugaan Tanah. Sehingga dengan
demikian terbukti Permohon Kasasi/Pembanding/Pelawan dalam
perkara Perlawanan ini merupakan Pelawan yang benar.

III.JUDEC FACTY SALAH MENARAPEAN HUKUM ATAU MELANGGAR
HUEKUM SURAT EDARAN MAHEAMAH AGUNG NO.T TAHUN 2021
TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT.

1. Bahwa dalam pemeriksaan Perkara No.782/Pdt.G/2012/PNSby Je.
376/PDT/2013/PT.Sby Jo. No.1660 K/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019,
yang kemudian terbitnya Penetapan Eksekusi No. 32/Pdt.EKS/2025/PN
Sby, tdak ada dilakukannnya Pemerilssaan Setempat (P5) dimana
merupakan suatu kegiatan pemindahan tempat sidang pengadilan secara
langsung ke Lokasi obyek sengketa oleh Majelis Haldm. Tujuannya agar
Haldm dapat melihat, mengetahui dan memastikan secara jelas mengenai
letak, luas, batas-batas, kuantitas serta situasi nyata dari obyek sengketa.

a. Bahwa dengan adanya Pemeriksaan Setempal fentunya untuk mencegah
Putusan yang tidak dapat di eksekusi. Berdasarkan SEMA No.T tahun 2001
tentang Pemeriksaan Setempat, untuk obyek sengketa berupa barang tidak
bergerak, pemeriksaan setempat (PS) sangat krusial dan wajib dilakukan
agar diktum putusan tidak keliru atau non-executable (tidak bisa
diekselusi).

Dalam praktelmya, untult menghindari status non-executable pada perkara
perdata ketua Pengadilan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) No.T tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dimana
Haldm diwajibkan melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente), guna
memastikan letak, luas dan batas obyek sengketa serta diketahuinya tanah
obyek sengketa dicatatan desa/Eelurahan milik siapa. Untuk itu dalam
prakteknya Majelis Hakim akan menyurati dan mengundang kepada
Desa/kelurahan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat.

3. Bahwa.dengan adanya Pemeriksaan Setempat bisa diketahui status tanah
Obyek Sengketa, yang ternyata Pemiliknya adalah Pemerintah Kota
Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 tentang Izin
Pemakain Tanah

Dalam Pasal 1 angka 6§ PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan :

——— e e e e
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“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah

Daer

Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kntasu::aha].ra
dapat dibuktikan Tan: el Se ata perkara 3 . ah t:
rang dimilili/c

Dengan demikian berdasarkan hukum, Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor : 182/Pdt.G/2012/ PN.Sby tanggal 20 Maret 2013 (Bukti Plw-
2), Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 376/Pdt./2013/ PT.Sby
tanggal 19 September 2013 (Bukti Plw-3), Putusan MA Nomor : 1660
KE/Pdt/2014 tanggal 19 Maret 2015 (Bukti Flw-4) dan Putusan PK Nomeor : 301
PK/Pdt/2018 tanggal 23 Oktober 2019 (Bukti Plw-5), mengandung cacat
hukum, karena tidak menerapkan hukum atau melanggar hulkum Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan
Setempat. Sehingga dengan demilian Penetapan Penetapan Eksekusi
Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.Sby yvang dilawan oleh Pelawan, tidak dapat
dilalksanakan (Non EXECUTABLE).

Bahwa berdasarkan hukum, Judec facty sebagaimana maksud pasal 30
Undang-Undang Neo.14 TAHUN 1985 Tentang Mahkamah Agung, telah
salah menerapkan hukum dan selanjutnya Mahkamah Agung RI yang
memeriksa perkara ini berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang
tentang Mahkamah Agung, dapat memeriksa dan mengadili sendiri
perkara ind.

Bahwa Pasal 50 ayat (2) UU No.14 tahun 1985 Tentang Mahakamah
Agung berbunyi sebagai berikut :

“Apabila Mahkamah Agung membailalkan putusan Pengadilan dan
mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum
pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”.

Bahwa selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Agung pada
Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini, berdasarkan Pasal
pasal 50 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dapat
memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan memakai hukum
pembultian yang berlalcu bagi Pengadilan Tingkat Pertama.
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Bahwa berdasarkan Memori Kasasi ini, dalam perkara a guo telah terjadi
penerapan hukum yang tidak benar atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (FPJB),
melanggar hukum PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, dan melanggar hukum SURAT
EDARAN MAHEAMAH AGUNG NO.T TAHUN 2021 TENTANG PEMERIESEAN
SETEMPAT, serta Tanah Obyek Sengketa telah kembali menjadi milik
Pemerintah Xota BSurabaya, sehingga Penetapan Eksekusi No.
32/Pdt.EKS/2025/PN.5by dari Pengadilan Negeri b5Surabaya tidak dapat
dilaksanalkan (INon Executabla).

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Pemchon Kasasi memohon kepada
Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
memeriksa perkara ind untuk memutuskan sebagai berikut :

« Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ;

« Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya ' Nomor
B667/FPDT/2026/PT.8BY Tanggal 27 Agustus 32026 yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Burabaya Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/FPN.5by Tanggal 22
Juni 2026, yang dimohonkan Kasasi

Mengadili sendiri :
Mengabulkan Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;

- Menyatakan tidak sah Akta No.04 tanggal 3 Pebruari 2010 Perjanjian
Pengikatan Jual Beli, antara Terlawan dengan Turut Terlawan I, Turut
Terlawan [I dan Turut Terlawan III.

- Menyatakan Termohon Kasasi/Terlawan bukan pemilik yang sah atas
bangunan rumah atau Ruko diatas Tanah Dinas Pengelolaan Tanah dan
Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya seluas 100 M* yang
terletak di Jalan Bratang Jaya 59 Blok A/010, Kelurahan Barata Jaya,
Kecamatan Gubeng, Kotamadya Daerah Tingkat [I Surabaya.

- Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 32/Pdt.EES/2025/PN Sby dari
Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat dilaksanakan (Non Executabla).

-  Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara.
atau ;
- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara ini berpendapat

lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut
hukum (ex aequo et bono).
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Demilkian Memori Kasasi imi kami sampaikan, untuk kiranya dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam memberikan putusan yang sesual rasa kebenaran dan
keadilan. Atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan Terimakasih
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MAHKAMAH AGUNG REPUELIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Jawa Timur 60281
vy pa-surabayaliota, go.id, mailEpo-suenbayaicota. goid

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI KASAST
[SURAT TERCATAT)
No.141/Akte.Pdt.Kasasi/ 2026,/ PN.SBY

Momor. 1303 /Pdt.Bth/2025/PN Sby jo Nomor : 667 /PDT/2026/PT SBY.
Sava Kariadi Budl Iswanto, SH selaku Jurusita Penggantl pada Pengadilan Negeri Serabaya atas
perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;

JELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:
MNama : Nyonya Tengku Moorina Sarl
Alamat :  Jalan Mgagel Wasana V No.40 BT 005 RW 002, Kelurahan Barata Java, Kecamatan

Guebeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat  Keterangan  Nomor
470/423/436.9.8.2/ 2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya
dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya

Sebagal : TURUT TERMOHOMN KASASI — III semula Turut Terbanding III/Turut
Terbantah III;

Bahwa memor kasasl tertanggal 21 September 2026, digjukan secara elekironik melalui aplikasi e-Court
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap Putusan Pengadilan Tinggl Surabaya tertanggal 27
Agustus 2026 Nomor : 667 /PDT/2026/PT SBY jo Nomor. 1303 /Pdt.Bth/2025/PN Sby oleh:

Nama ! RIFANI FAUZI S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada "Rifani fauzl 5.H
& Rekan”

Alamat : Jelan Babadan Rukun II MNo.l¥ Surabaya, Kelurahan Dupak, Kecamatan
Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur

Selaky : HKuasa dari JERRY OLIMAN

Sehagai ! PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT ;

Dalam perkara antara ;
Jerry Oliman sebagai Pemohon Kasasi;
Lawan
John Ranhaten Limanto sebagai Termohon Kasasi;
dan
Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagal Para Turut Termohon Kasasi;

Kepada pihak dimaksud dijelaskan akan haknya bahwa ia dapat memberikan jawaban terhadap memorl tersebut
yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Neger Surabaya, dalam
tenggang wakiu sebagaimana telah ditentukan Undang-Undang;

Adapun Pekerjaan inf saya jalankan melalul Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada
papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendirt atau siapapun yang mengenalinya
sehingga Relaas Pemberitahuan inl dapat tersampalkan;

Catatan :
Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomar 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronlk.



KANTOR HUKUM

7 GPIFANT FAUZL, SH. & REKAN -

ADVOKAT - KONSULTAN AUKUM

| Rabadan Rukun il No.17 Surabaya. HP:0813333 13350 HP: 081515148120 E-mail: rife

MEMORI KASASI

Dari :
JERRY OLIMAN
Keberatan Terhadap
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
NO.661/PDT/2026/PT.SBY Tanggal 21 Agustus 2026
Jo.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NO. 1303/Pdt.Bth/2025/PN.5by Tanggal 22 Juni 2026

Perkara Antara :

- Im?ﬂumj nﬁhagail--li---------a- andiadEaR i FEdREEERFREERERES Pmnﬂn“m
MELAWAN

- JOHN RANHARTEN LIMANTOQ, sebagal ......ccevamammmarrasssrarens TEEMOHON KASASI

- Nyonya Janda PIK INDAH WATI GUNAWAN, sebagai TURUT TERMOHON
EASAG] |

- Nyonya TENGEU HANDAYANI, sebagai ...cccccovunnne TURUT TERMOHON KASASI II
- Nyonya TENGEKUNOORINA SARI, sebagai .......... TURUT TERMOHON EASASI III.

Surabaya, 21 September 2026

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No.8 - 13
Di-
JAKARTA

Melalui ;

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jalan Raya Arjuno No.16-18
Surabaya
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Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : RIFANI FAUZI §.H
Tempat/Tgl lahir  : Banjarmasin, 27 November 1968
Jenis kelamin : Laka-Lald
Agama : Islam
Alamat : Jalan Babadan Rulun Il No 17 Surabaya
Pekerjaan : Advokad
Status kawin : Sudah Menikah
Pendidikan : Strata 1 Ilmu Hukum
Nomor KTA : 86.10481
Berlalm KTA : Hingga 31 Desember 2027
2. Nama : MUHAMMAD RIFAHMI 5.H.
Tempat/Tgl.Lahir :Surabaya, 19 Mei 1987
JenisEelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : l.Bandar Gg.IV Belakang No.33C RT.03 RW.03,
Sepanjang, Taman, Kab Sidoarjo
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Belum Menikah
Pendidikan : Strata 1 Ilmu Hulkuom
Nomor KTA : 22,1068, Berlaku Hingga 31 Desember 2026
3. Nama : M. SANDY YULIANTO, 5.H., M.H.
Tempat/Tgl.Lahir :SIDOARJO, 28 AGUSTUS 1996
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat . : Sambibulu Rt.003/Rw.001, Taman , Kab.Sidoarjo
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Belum Menilkah
Pendidikan » Strata 2 lmu Hukum
Nomor KTA : 24.02258, Berlaku Hingga 31 Desember 2027

Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hulkum “RIFAN FAUZT
SH & REKAN”, berkedudukan di Jalan Babadan Rukun II No.17 Kelurahan Dupalk,
Kecamatan Erembangan, Kota Surabaya, dan dengan alamat Elektronika (E-Court)
: rifanipengacara@gmail.com, serta HP Nomor 081333313350, selanjutnya disebut
PENERIMA KUASA, bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Surabaya, 31 Agustus 2026 (terlampir
dalam berkas), bertindalk untulk dan atas nama Femberi Kuasa :

Nama : JERRY OLIMAN
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 24 Juli 1966
Umur : 60 Tahun
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Jenis kelamin : Laki-lald

Agama : Katholik

Warga Negara : Indonesia

Status : Kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Wonorejo Permai Selatan 2/7 CC-138 RT.007T RW.006
Kel. Wonorejo, Kec. Runglkut, Kota Surabaya

KTP/NIK : 3515182407660003

dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat kantor
kuasanya sebagaimana tersebut di atas dan untuk itu selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON EASAS]

Bahwa PEMOHON KASASI pada hari Rabu, Tanggal 08 September 2026, telah
menyatakan permohonan untuk pemeriksaan Kasasi pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya, melalui Aplikasi E-Court sebagaimana tersebut
dalam AKTA PEEMOHONAN KASAS] SECARA (E.Court) Ne.
141/Akta. Pdt Kasasi/2026/PN.SbY Neo. 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby, sehingga
permohonan kasasi ini memenuhi syarat hukum sebagai permohonan Kasasi yang
gah.

Dengan ini PEMOHON KASASI menyampaikan keberatan terhadap putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 21 AGUSTUS 2026, Nomor
667/ PDT/2026/PT.SBY, yang amarnya berbunyi antara lain sebagai berikut :

MENGADILI :

» Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah

o Menguatkan pulusan Pengadilan Negeri  Surabaya Nomor
1303/PdLBth"2025/PN.Sby tanggal 22 Juni 2026 yang dimohonkan
banding;tersebuf

» Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkal peradilan, yang dalam fingkat banding sejumlah
Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demildan pula PEMOHON KASASI dalam Memori Kasasi ini menyampaikan
keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Juni 20286,
Nomor ; 12303/Pdt.Bth/2085/FN.Sby, yang amarnya berbunyi antara lain sebagai
berilout :

MENGADILI ;

Dalam Provisi:
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Menolak tuntutan Provisi Pembantah;
Dalam Palkok Perkara:

Menyatakan bantahan Pembanlah tidak dapat diterima (niet onifvankelijke
verkiaard);

Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.5935.000,00
(Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupsah);

Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya Memori Kasasi oleh
Pemohon Kasasi , adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:

L JUDEC FACTY SALAH MENARAPKAN HUEUM MENGENAI HUKUM PERJANJIAN

-

T B P

Bahwa Pemohon Kasasi dalam megajukan upaya hukum Kasasi ke
mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berdasarkan Pasal 30
ayat (b) UU No.l4 Tahun 1985, yanga menyatakan, dalam hal
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatallkkan putusan ataun
penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan
karena salah menerapkan atau melanggar hultum yang berlaku.
Bahwa dalam bukunya “Hukum Acara perdata" mantan Hakim Agung M
Yahya Harahap S.H., mengatakan Putusan Mahkamah Agung No.1880
E/PDT/1984 memuat kaidah hukum putusan disebut onveldoende
gemofiveerd kalau hakim tidak mempetimbangkan secara seksama fakta
yang ditemukan dalam persidangan. Dan dikatakan oleh M, Yahya Harahap
SH., bahwa onvoldoende gemotiveerd adalah masalah yuridis,
konsekuensinya putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup
pertimbangan bisa dibatalkan ditingkat banding, demikian seterusnya
ke Mahkamah Agung.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, [udec facty telah salah menerapkan atau
melangar hukum mengenai hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B)
dalam memeriksa perkara a quo secara keseluruhan.

Bahwa hulkum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B) adalah kesapakat awal
antara penjual dan pembeli untuk jual beli tanah/bangunan yang belum
dapat dilakukan transaksi AJB (Alta Jual Beli), dimana berdasarkan hukum
= - 4 ¥ o -y T ¥ 2Ftandac 3

SRELY s N1

Februari tahun 2010 vyang dipegang oleh Texmohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan bukan bulti peralihan hak atas tanah,
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melainkan hanya janji untuk melakukan transaksi jual beli, dimana

- Bahwa dengan demikian berdasarkan hukum Termohon Kasasi bukan
pemililkk obyek sengleta berdasarkan Alta Pengikatan Jual Beli (PP]B)

- Bahwa dalam Putusan Mahakamah Agung (MA) No.3753 E/Pdt/2020, telah
menampillan Kaidah Hukum, bahwa PPJB belum memindahkan hak
kepemilikan Obyek perjanjian dari pemiliknya. Hakim Kasasi menyatakan
bahwa =esuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 menyebutkan :
peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat cleh
PPAT.

- Bahwa terdapat kasus serupa dengan Putusan dalam Putusan Mahkamah
Agung MA No.3753 K/Pdt/2020 yang terjadi di Sleman melalui Putusan
No.170/Pdt.G/2025/PN.Smn. Majelis Hakim mempertimbangkan kaidah
huloum Putusan MA No.3753 K/PAt/2020 secara eksplisit sebagai
berikut :

1. PP]B bersifat obligatoir, hanya menimbulkan hak dan
kewajiban wuntuk membuat AJB, sehingga tidak
mengalihkan hak milik atas tanah

2. Peralihan hak atas tanah baru terjadi secara hukum fjika
sudah dibuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT sesuai Pasal
37 ayat(l) PP 24 Tahun 1997 dan didaftarakan ke Kantor
Pertanahan

3. Pembeli yang hanya memegang PPJE lunas, tidak
memiliki hak kebendaan atas tanah. Jika penjual menjual
lagi ke pihak ketiga dengan AJB yang sah, maka pembeli
PPJB hanya memiliki hak menuntut Ganti rugi secara
perdata kepada penjual.

- Bahwa berkaitan dengan perkara a quo peralihan hak atas tanah harus
funduk pada Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yang
mana hal ini masuk dalam otonomi daerah.

Bahwa untuk dapat tanah milik Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan
Parda No.3 Tahun 2016 tentang [zin Pemakailan Tanah, haruslah :

- benar-benar menguasai fisik tanah, berdasarkan Pasal 3 (1) dan
penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016 dan

e ————————————— e ——
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- adanya terlebih dahulu persetujuan pengalihan IPT dan Kepala Dinas
bperdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016,

Dengan demikian Termoon Kasasi/Terbanding/Terlawan bukan sebagai
pemilik Obyek sengketa, akibat belum/tidak adanya persetujuan
pengalihan IPT dari Kepala Dinas dan ndak mengusai fisik tanah, maka
tentunya Ketua Pengadilan Negeri yang mencermati perkara a quo bisa
mengeluarkan putusan non-executable terhadap perkara
No.782/Pdt.G/2012/PN.Bby Jo. 376/PDT/2013/PT.5by Jo. No.1660
E/PDT/2014 Jo. No.301 FK/PDT/2018 tersebut.

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak teliti dan
tidak cukup pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd) dalam
pertimbangan hukumnya dalam perkara a quo, sehingga telah salah
menerapkan hukum mengenai PPJB atau Akta Pengikatan Jual Beli
yvang di miliki Termohon Kasasi

- Bahwa dalam perkara a quo Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan
diterbitkannya Penetapan Eksekusi No. 32/Pdt.EKS/2025/FN Sby yang
berkaitan erat dengan Putusan No.T82/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo.
376/PDT/2013/PT.8by Jo. No.1660 E/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2018,
dimana, menurut Pemohon Kasasi penerbitan Penetapan Eksekusi No.
32/Pdt.EES/2085/PN.5by tersebut didasarkan pada hasil resume yang tidak
teliti dan cenderung gegabah terhadap putusan Ne.782/Pdt.G/2012/PN.Sby
Jo. 3716/PDT/2013/PT.8by Jo. No.1660 KE/FDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019
tersebut.

- Bahwa dalil Termoon Kasasi/Terbanding/Terlawan dalam perkara a quo,
dalam hal membeli Obyek Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan
seluas 100,00 M* yang terletak di Jalan Bratang Jaya 58 Blok A/10 Surabaya,
adalah berdasarkan atas Akta Pengikatan Jual beli No.04 tertanggal 3
Februari tahun 2010 yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Herman
Soesilo.

Bahwa dalam Amar Putusan Peninjaukan Kembali (PE) Nomor : 301
PE/Pdt/2019 (Bukti Plw-5), pada point 2 yang berbunyi : “...terhadap hak
milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konvensy,...",

sedangkan pada point 3 berbunyi : “Menyatakan secara hukum yang sah atas
obyek berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya..."

Bahwa dengan demikian putusan Peninjauan EKembali Nomor : 301
PE/Pedt/2013 mengandung kesalahan yang fatal karena pertimbangan
dan putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut oleh Hakim Agung PE,
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sudah dianggap tanah Obyek 5engketa menjadi milik Termohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan, padahal masih PFJB atas bangunan bukan
atas tanahnya, maka selanjutnya_penerbitan Penetapan Eksekusi No.
32/Pdt.EES/2025/FN Sby, mengandung cacat hukum, dimana tidak secara
cermat dan tidak telii mengenai perscalan kepilikaan Obyek Sengketa
dalam perkara a quo,

- Ba.h.wa- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B) didefinisikan ocleh Peraturan
Pemerintah No.12 Tahun 2021 dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi
sebagai berikut :

“Perjanfian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli
vang selanjutnya disebut PP[B adalah kesepakatan antara pelaku
pembangunan dan setlap orang untuk melakukan jual beli Rumah atau
satuan Rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan
sebelum pembangunan unfuk Rumah susun atau dalam proses
pembangunan untuk Rumah tunggal dan Rumah deret yang dibuat di
hadapan notaris”,

i wi n adanya fakta hm_tgryeuh_rsmﬂu

Waduﬁ persetu]uam pﬂngahha,n tPT clari Eapala Dmu
berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 20186 dan Pengua.ﬂaan fisik
Tanah, maka fentunya F \
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terhadap perkara No.I182/Pdt.G/2012/PN.5by Jo.
376/PDT/2013/PT.Sby  Jo. No.1660 K/PDT/2014 Jo. No.301
PR/PDT/2019 tersebut.

- Bahwa dengan Putusan Peninjauan Kembali No.301 PE/PDT/2019 (Bukt
Plw-5) dalam perkara a quo, untult pengosongan atas Obyek Sengketa
tidak bisa dijalankan dan tidak bisa dilaksanakan, karena
Terbanding/Terbanding bukan pemilik yang sah vyang dapat
mengosongkan Obyek sengketa dalam perkara a guo.

- Bahwa dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim Agung pada
Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini, berdasarkan Pasal
pasal 50 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dapat
memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan memakai hukum
pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.
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Bahwa Pasal 50 ayat (2) UU No.l4 tahun 1985 Tentang Mahakamah
Agung berbunyi sebagai berikut :

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan
mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian
yvang berlalku bagi Pengadilan Tingkat Pertama".

II. JUDEC FACTY SALAH MENARAPEAN HUKUM ATAU MELANGGAR
HUKUM PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH YANG DITERBITEAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

1. Bahwa dalam pemeriksaan Perkara No.782/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo.
376/PDT/2013/PT.Eby Jo. No.1660 E/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019,
yang kemudian terbitnya Penetapan Eksekusi No. 32/Pdt.EES/2025/PN
Sby, tidak ada pertimbangan-pertimbangan hulum yang menggunakan
dasar hulkum Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
IZIN PEMAEAIAN TANAH yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya,
sebagai Peraturan khusus untuk Obyek Sengketa.

Bahwa berdasarkan hukum seharusnya untul; sengketa tanah di Surabaya
yang dikenal dengan Surat ljo, dimana dimana Obyek sengketa a quo alas
haknya Izin Pemakaian Tanah, seharusnya menggunakan Peraturan
Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG I[ZIN PEMAEKAIAN
TANAH yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan demikian Penetapan Eksekusi Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.Sby
mengandung cacat hukum dengan salah menerapkan hukum yang
sebenarnya, sehingga tidak dapat dijalankan (Non EXECUTAEBLE)

d. Bahwa berdasarkan hukum, TUJUAN dari PERATURAN DAERAH KQTA
SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAKALAN TANAH,
sebagaimana terlihatl dalam Pasal 2 Peraturan Daerah (Perda) tersebut,
yang berbunyi :

“Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka
tertib administrasi pemanfaatan fanah seria sebagai bentuk
pengendalian atas pemakalan tanah milik dan/fatau dikuasai
Pemerintah Daerah oleh pihak lain.”
Dengan demikian dapat dibuktikan perscalan Obyek Sengketa berupa
Rulko Jalan Bratang Jaya 59 Blok A/10 Surabaya (Bukti Plw-8), haruslah
berdasarkan dan mengikuti ketetapan Pemerintah Daerah Kota
Surabaya NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN
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TANAH, dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan tanah serta sebagai
bentuk pengendalian tanah yang dimilila dan /atan dikuasai Pemerintah
Daerah Kota Surabaya.

Dengan demikian berdasarkan hukum dapat dinyatakan ada kesalahan
menerapkan ataun melanggar hukum yang berlaku dalam Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 782/Pdt.G/2012/ PN.Sby tanggal 20
Maret 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 376/Pdt./2013/
PT.5by tanggal 1% September 2013, Putusan MA Nomor : 1660 E/Pdt/2014
tanggal 19 Maret 2015 dan Putusan PK Nomor : 301 PK/Pdt/2018 tanggal 23
Oktober 2018, tersebut karena tidak menggunakan Dasar Hukum
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
IZIN PEMAKAIAN TANAH.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan :

“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai cleh Pemeriniah
Daerah.”

Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah EKota

Surabaya, dnpal dﬂ:umu:an mem
adalah tana /dikuasai oleh Pemerinta

4. Berdasarkan bunyi Pasal 3 (1) PERATURAN DAERAH EOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAEAIAN TANAH, telah
menyatakan :

“Pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atlau yang
senyala-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang
tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah”.

Berdasarkan Pepjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Perda No.3 Tahun 2016
tentang Izin Pemakaian Tanah, telah dijelaskan :

"Yang dimaksud pihak yang senyata-nyata menguasai adalah pihak
yang menguasai secara fisik tanah".

Berdasarkan Pasal 3 (1) dan penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016
tersebut, dapat dibuktikan untunk mendapatlkan Izin Pemakaian

Tanah adalah pihak yang memerlukan atau senyata-nyata menguasal
secara fisik Tanah milik Pemerintah Kota Surabaya Tersebut,
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menguasai fisik tanah dan bangunan Obyek Sengketia, sehingga
Permohon Kasasi/Pembanding/Pelawan berdasarkan hukum

diutamalkan dapat mendapatkan Izin Pemakaian Tanah dari Pemilik
Tanah yaitu Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan bukti Plw-1, Termohon Kasasi/Terlawan merupakan pihak
vang mengajukan pengosongan atas tanah dan bangunan Obyek
sengketa, maka secara hokum dalam perkara a guo Termohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan bukan pihak yang senyata-nyata
menguasai tanah milik / dikuasai Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

B, Berdasarkan Bukti Plw-11 sampai dengan Bukti Plw-35, dapat dibuktikan
Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan sejak tanggal 12 Juni 2002 sudah
menguasai fisik tanah dan bangunan cobyek sengketa dengan cara
menyewa kepada Turut Termohon Kasasi I, Il dan [lI/Para Turut Tergugat,
yang kemudian berdasarkan Bukt Flw-36 sampai dengan Bukti Plw-138
dapat dibuktikan penguasan obyek sengketa secara nyata oleh Pemochon
Kasasi/Pembanding/Pelawan membeli dari Para Turut Termchon
Kasasi/Para Turut Tergugat secara angsuran dan akan dibayar secara lunas
cleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan, setelah Para Turut Termohon
Kasgasi/Para Turut Tergugat sebagai ahli waris Tenglku Aseng sebagai
pemegang Izin Pemakaian Tanah ([PT), meminta kepada Pemkot Surabaya
menerbitkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang beralih ke ahli waris yang
dalam hal ini adalah Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan.

Berdasarkan fakia persidangan, dalam perkara a quo Para Turut Termohon
Kasasi/Para Turut Terlawan, sudah dipanggil secara patut dan telah pula
dipanggil secara umum melalui Koran, namun tidak pernah hadir
dipersidangan, dengan demikian terbukti Para Turut Termohon
Kasasi/Para Turut Terlawan sebagai ahli waris, telah melepasakan haknya
atas Tanah dan Bangunan Obyek Sengketa.

Bahwa Pemcohon EKasasi/Pembanding/Pelawan adalah pihak yang
menguasai Obyek Sengketa yang terletak di Jalan Bratang Jaya 69 Blok
AS10 Surabaya tersebut, dan Tengku Aseng sebagai pemegang IPT telah
meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2005 (berdasarkan Bukti Plw-T dan
Plw-8 serta dalam Bukti Plw-2 sebagai bukti Tergugat IV sekarang
Termohon  Kasasi/Terlawan a  quo), sehingga Pemohon
Kasasi/Pembanding/Terlawan berhak untuk selanjutnya
mengajukan Izin Pemakaian Tanah (IPT), karena Pemohon
Kasasi/Pembanding/Pelawan secara nyata-nyata menguasal fisik
Tanah dan Bangunan Obyek Sengketa, dan Izin Pemakalan Tanah
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(IPT) telah berakhir karena pemilik IPT (Tengku Aseng) meninggal
dunia dan ahli warisnya tidak meneruskan IPT.

6. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyebutkan :
“IPT dapat berakhir apabila :

l.masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT (idak
memperpanjang IPT sesuai dengan ketentfuan yang berlaku;
2. alas permintaan sendiri;
4. pemegang IPT meninggal dunia;
4. IPT dicabut.
Dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan :
“Dalam hal pemegang IPT meninggal dunia, maka ahli warisnya
dapal mengafjukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk
mendapatkan IPT sesuai ketentuan yang berlaku”.

Berdasarkan Bukti Plw-6 berupa [zin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama
Tengku Aseng berakhir pada tanggal 8-12-2008, yvang kemudian
berdasarkan Bukti Plw-7 dan Bukti Plw-8 (juga ada dalam Bukti Plw-2),
membuktikan Tengku Aseng meninggal pada tanggal 8 Juli 2008, sehingga
Izin Pemalkaian Tanah (IPT) atas nama Tengku Aseng berdasarkan pasal
10 huruf ¢ Perda NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAKAIAN
TANAH, telah berakhir sejak Tengku Aseng meninggal dunia pada tanggal
8 Juli 2005,

Berdasarkan Bukti Plw-l11 sampai dengan Bukti Plw-138, Pemohon
Kasasi/PemBanding/Pelawan dapat membukiikan, Pemochon Kasasi telah
secara nyata-nyata menguasai fisik Obyek Sengketa dengan cara
menyewa dan membeli fisik Obyek Sengketa dari Para Turut Termochon
Kasasi sebagai ahli waris Tengku Aseng sebagal pemegang Izin
Pemakaian Tanah (IPT). Sehingga secara serta merta Pemochon
Banding/Pelawan bisa langsung mengajukan [zin Pemaliaian Tanah (IPT)
karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang secara nyata-nyata menguasai
Obyek Sengketa, dimana disebabkan ahli waris Tenglku Aseng yakni Para
Turut Termohon Kasasi tidak meneruskan perpanjangan IPT.

Berdasarkan hukum sejak pemilik IPT vaitu Tengku HAseng
meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2005 maka Tanah milik
Pemerintah Kota Surabaya kembali menjadi tanah milik Pemkot Eota
Surabaya (negara). Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Ruang
Lingkup Permasalahn Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12)
menjelasakan mengenai salah satu syarat eksekusi yang tidak dapat
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Rifani Fauzi, 5.H. &Rskan Halaman 11




dijalankan (non-executable) adalah Perubahan status tanah menjadi
milik negara.

7. Dalam perkara a quo, Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan dalam hal
membeli Obyek Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas
100,00 M* yang terletak di Jalan Bratang Jaya 59 Blok A/10 Surabaya, adalah
berdasarkan atas Akta Pengikatan Jual beli (PPJB) No.04 tertanggal 3
Februari tahun 2010 yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Herman
Soesilo.

Bahwa menurut hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah
kesapakat awal antara penjual dan pembeli untuk jual beli
tanah/bangunan yang belum dapat dilakukan transaksi AJB {Akta Jual Beli),
dimana berdasarkan hukum dalam perkara a quo, Akta Pengikatan jual
beli No.04 tertanggal 3 Februari tahun 2010 yang dipegang oleh Termohon
Kasasi/Terlawan bukan bukti peralihan hak atas tanah, melainkan hanya
janji untuk melakukan transaksi jual beli, dimana faktanya Termchon
Banding/Terlawan tidak melakukan jual beli (AJB) dengan Para Turut
Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan dan Tidak mempunya persetujuan
pengalihan IPT dari kepala Dinas

Bahwa dengan demikian penerbitan Penetapan Eksekusi No.
32/Pdt. EKS/2025/PN Sby, mengandung cacat hukum, dimana tidak secara
cermat dan tidak teliti mengenai perscalan kepilikaan Obyek Sengketa
dalam perkara a quo, dimana berdasarkan Pasal 1 angka & Perda No.3
Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, menyatakan :
“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuwasai oleh Pemerintah
Daerah.”

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016, menyebutkan :
“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas".

Dengan demikian Akta Pengikatan Jual beli (FPPJB) No.04 tertanggal 3
Februari tahun 2010 yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Herman
Soesilo, mengadung cacat hulkum untuk membeli Obyek Sengketa, karena
tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT darni
Kepala Dinas.

e e —
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Maka setelah Pemilik IPT yaitu almarhum Aseng meninggal dunia,
secara hukum dapat dinyatakan tanah Obyek Sengketa kembali
menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya.

Untuk mendapat IPT tanah milik Pemerintah Kota Surabaya,
berdasarkan Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah,
haruslah :

- benar-benar menguasai fisik tanah, berdasarkan Pasal 3 (1) dan
penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016 dan

- adanya persetujuan pengalihan IPT dari Kepala Dinas
berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016.

Dengan demilian Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan bukan
sebagal pemilik Obyek sengketa, akibat belum/tidak adanya persetujuan
pengalihan IPT dari Kepala Dinas dan tidak mengusai fisik tanah, maka
tentunya Ketua Pengadilan Negeri yang mencermati perkara a quo
seharusnya mengeluarkan putusan non-executable terhadap perkara
No.7T82/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo. 376/PDT/2013/PT.5by Jo. No.1660
E/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019 tersebut,

8. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERATURAN DAERAH EOTA SURABAYA
NOMOR3 TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAKALIAN TANAH, menyatalan :
“Pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang
senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang
tidak dipakal sendiri oleh Pemerintah Daerah”.

Berdasarkan Bukti Plw-1 membukiikan Obyek Sengketa perkara a quo
cdikuasal dan ditempati oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan.
Dimana hal tersebut dapat dibuktikan dalam kesaksian- kesaksian saksi-
saksl yang menjelaskan Pelawan / Penggugat orang yang menyewa
sebagaimana disebut dalam kesaksian dalam Bukti Plw-2.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan adalah pihak yang senyata-
nyata menguasai Obyek Sengketa, maka berdasakan hukum Pasal 3
ayat (1) Peraturan Daerah NOMOR 3 TAHUN 2016 tentang Izin
Pemakaian Tanah (IPT), Pemohon Kasasi yang senyata-nyata
menguasai tanah Obyek sengketa, merupakan pihak yang bisa
mendapatikan Izin dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemilik
tanah (vide Pasal 1 angka 6 Perda Kota Surabaya No.3 Tahaun 2016
Tentang Izin Pemakaian Tanah). Dengan adanya Bukti Plw-11 sampai
dengan Bulti Plw-138, membuktikan Pemohon Kasasi/
Pembanding/Pelawan adalah mengontrak yang kemudian membeli
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dengan cara Angsuran, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan
merupakan pihak yang menguasai tanah Obyek Sengketa yang
merupakan milik Pembkot Surabaya, sehingga berdasarkan hukum
Pemohon Kasasi dapat dan berhak untuk mendapatkan Izin Pemakaian
Tanah (IPT) berdasarkan Perda Kota Surabaya No.3 Tahun 2016.

8. Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG [ZIN PEMAKAIAN TANAH Pasal 9 ayat (1), Pengalihan IPT
dizebablkan hal-hal sebagai berikut :

a. pewarisan bangunan yang berdni diatas tanah IPT;
b. hibah bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

¢. jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;
d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah IPT.

Ayat (2)

“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala

Dinas™.

Berdasarkan Perda NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PEMAEKAIAN
TANAH, menurut hukum jual beli tanah dan Bangunan Obyek sengketa
perkara a quo haruslah terlebih dahulu mendapatkan pengalihan [zin
Pemalraian Tanah (IPT) dari Kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkara a guo berdasarkan hukum Termohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan tidak pernah membuktikan dalam
perkara awal sebagaimana terlihat dalam Bukti Plw-2, Plw-3, Plw-4
dan Plw-5, telah mendapatkan persetujuan pengalihan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) dari kepada Dinas Pemerintah Hota
durabavya.

10.Berdasarkan bukti Plw-5, Pemohon Hasasi/Pembanding/Pelawan
keberatan dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomer : 301
PE/Pdt/2019 tanggal 23 Oktober 2018, pada Putusan point 3 yang
berbunyi :
“Menyatakan secara hukum yang sah atas obyek berupa sebidang
tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya telah dibeli sah
oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konvensi”

Berdasarkan Bukti Plw-5 tersebut membuktikan adanya pembelian
bangunan diatas tanah IPT oleh Termohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan, padahal berdasaran hulkum Perda
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Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Dalam Pasal 8 ayat
(1), Pengalihan IPT disebabkan hal-hal sebagai berilkut :

a, pewansan bangunan yang berdiri diatas tanah IPT:

b. hibah bangunan yang berdiri diatas tanah IPT:

c. jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah [PT.

Ayat (2)

“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas".

Berdasarkan Perda NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PEMAKAIAN
TANAH, dapat dibulttikan jual beli tanah dan Bangunan Obyek sengketa
perkara a quo haruslah terlebih dahulu mendapatkan pengalihan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) dari Kepada Dinas Pemerintah Eota Surabaya.

Dalam perkara a quo dapat dibuktikan Terbanding/Terlawan tidak pernah
membuktikan dalam perkara awal sebagaimana terlihat dalam Bukti Plw-
2, Plw-3, Plw-4 dan Plw-3, telah mendapatkan persetujuan pengalihan Izin
Pemalkaian Tanah (IPT} dari kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.
Dengan demikian [katan Jual Beli (Bukti Plw-7 / ada dalam Bukti Plw-2) oleh
Terbanding/Terlawan dengan Para Turut Terlawan melanggar pasal 9 ayat
(2) Perda No.3 Tahun 2016 tentang IPT.

Dengan tidak adanya terlebih dahulu persefujuan pengalihan IPT dari
Kepala Dinas, membuktikan Ikatan Jual Beli (PP]B) dan bangunan
atas Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Terbanding/Terlawan
tidale sah karena tidalk berdasarkan hukum sebagaimana Perda
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAKAIAN TANAH.

Berdasarkan seluruh bukti dan dalil-dalil yang disampaikan
Pemochon Kasasi/Pembanding/Pelawan dalam perkara a quo dapat
dinyatakan Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Eksekusi
Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.5Sby, adalah benar karena tidak sesuai
hukum dan Judec factie tela - :

hukum yang berlaku yaitu mtla.nggnr dan Hdak meneupka.n P‘El‘dﬂ
No.3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah, karena tanah milik
Pemerintah Kota Surabaya, dimana seharusnya dengan adanya
otonomi Daerah dan kekhususan penggunaan tanah dan bangunan
obyek sengketa maka harus menggunakan dasar hukum Perda No.3
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Tahun Z016 tentang Izin Penggugaan Tanah. Sehingga dengan
demikian terbukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan dalam
perkara Perlawanan ini merupakan Pelawan yang benar.

IOI.JUDEC FACTY SALAH MENARAPEKAN HUKUM ATAU MELANGGAR
HUKUM - SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.I TAHUN 2021
TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT.

L.

Bahwa dalam pemeriksaan Perkara No.7B2/Pdit.G/2012/PN.Sby Jo.
316/FDT/2013/PT.5by Jo. No.1660 K/PDT/2014 Jo. No.301 PEK/PDT/2018,
yang kemudian terbitnya Penetapan Eksekusi No. 32/Pdit.EES/2025/PN
Sby, tdak ada dilakukannnya Pemeriksaan Setempat (PS) dimana
merupakan suatu kegiatan pemindahan tempat sidang pengadilan secara
langsung ke Lokasi obyek sengketa oleh Majelis Hakim. Tujuannya agar
Hakim dapat melihat, mengetahui dan memastikan secara jelas mengenai
letak, luas, batas-batas, knantitas serta situasi nyata dari obyek sengketa.

Bahwa dengan adanya Pemeriksaan Setempat tentunya untuk mencegah
Putusan yang tidak dapat di eksekusi, Berdasarkan SEMA No.T tahun 2001
tentang Pemeriksaan Setempat, untuk obyek sengketa berupa barang tidak
bergerak, pemeriksaan setempat (F5) sangat krusial dan wajib dilakukan
agar diktum putusan tdak Lkeliru atau non-executable (tidak bisa
diekselkusi).

Dalam prakteknya, untuk menghindari status non-executable pada perkara
perdata ketua Pengadilan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) No.T tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dimana
Halkim diwajibkan melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente), guna
memastikan letak, luas dan batas obyek sengketa serta diketahuinya tanah
obyek sengketa dicatatan desa/Kelurahan milik siapa. Untuk itu dalam
prakteknya Majelis Hakim akan menyurati dan mengundang kepada
Desa/kelurahan untuk dilakukan Pemeriksaan Selempat.

. Bahwa dengan adanya Pemeriksaan Setempat bisa diketahui status tanah

Cbyek Sengketa, yang ternyata Pemiliknya adalah Pemerintah Kota
Surabayva berdasarkan Peraturan Daerah Neo.3 Tahun 2016 tentang Izin
Pemalkain Tanah

Dalam Pasal ] angka 6 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan :
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“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai eoleh Pemerintah
Daerah.”

Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Et.u'aha*_ira
dapat dibuktikan - pta perlka

Dengan demikian berdasarkan hukum, Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor: 782/Pdt.G/2012/ PN.5by tanggal 20 Maret 2013 (Bukti Plw-
d), Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 376/Pdt./2013/ PT.Sby
tanggal 19 September 2013 (Bukti Flw-3), Putusan MA Nomeor : 1660
E/Pdt/2014 tanggal 19 Maret 2015 (Bukti Plw-4) dan Putusan PK Nomaor : 301
PR/Pdt/2019 tanggal 23 Oktober 2018 (Bukti Flw-3), mengandung cacat
hukum, karena tidak menerapkan hulum atau melanggar hukum Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.T tahun 2001 tentang Pemeriksaan
Setempal. Sehingga dengan demikian Penetapan Penetapan Eksekusi
Nomor 3&/Pdt.Eks/2025/PN.Sby yang dilawan oleh Pelawan, tidak dapat
dilaksanalkan (Non EXECUTABLE).

Bahwa berdasarkan hukum, Judec facty sebagaimana maksud pasal 30
Undang-Undang No.14 TAHUN 1385 Tentang Mahkamah Agung, telah
salah menerapkan hukum dan selanjuinya Mahkamah Agung RI yang
memerilesa perkara ini berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang
tentang Mahkamah Agung, dapat memeriksa dan mengadili sendiri
perkara ini.

Bahwa Pasal 50 ayat (2) UU No.14 tahun 1985 Tentang Mahakamah
Agung berbunyi sebagai berikut :

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan
mengadili sendiri perkara tersebul, maka dipakai hukum
pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pe i

Bahwa selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Agung pada
Mahkamah Agung yang memerilksa perkara ini, berdasarkan Pasal
pasal 50 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dapat
memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan memakai hukum
pembulktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.
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Bahwa berdasarkan Memori Kasasi ini, dalam perkara a quo telah terjadi
penerapan hultum yang tidak benar atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (FF]B),
melanggar hullum PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, dan melanggar hukum SURAT
EDARAN MAHEKAMAH AGUNG NO.T TAHUN 2021 TENTANG PEMERIKSAAN
SETEMPAT, serta Tanah Obyek Sengketa telah kembali menjadi milik
Pemerintah HKota Surabaya, sehingga Penetapan Eksekus: No.
32/Pdt.EK5/2025/PN.Sby dari Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat
dilaksanakan (Non Executable).

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Pemohon Kasasi memohon kepada
Majelis Halam Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

* Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ;

* Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomeor :
B8T/FDT/2026/PT.5BY Tanggal 27 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN.Sby Tanggal 22
Juni 2026, yang dimohonkan Kasasi

Mengadili sendiri :
- Mengabulkan Kasasi dari Pemchon Kasasi seluruhnya;

- Menyatakan tidak sah Akta No.04 tanggal 3 Pebruari 2010 Perjanjian
Pengikatan Jual Beli, antara Terlawan dengan Turut Terlawan [, Turut
Terlawan [l dan Turut Terlawan III.

- Menyatakan Termochon Kasasi/Terlawan bukan pemilik yang sah atas
bangunan rumah atau Ruko diatas Tanah Dinas Pengelclaan Tanah dan
Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tinglat Il Surabaya seluas 100 M* yang
terletak di Jalan Bratang Jaya 59 Blok A/010, Kelurahan Barata Jaya,
EKecamatan Gubeng, Kotamadya Daerah Tingkat [l Surabaya.

- Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 32/Pdt.EKS/2028/FN Sby dan
Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat dilaksanakan (Non Executable).

- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara.
atau :
- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara ini berpendapat

lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut
hukum (ex aequo et boneg).
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Demikian Memeori Kasasi ini kami sampaikan, untuk kiranya dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam memberikan putusan yang sesual rasa kebenaran dan
keadilan. Atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan Terimakas
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jolan Raya Arjuns Ne, 16-18, Kscamntan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 80251
WAL, po-esirabayakote. go id, meilEpo-sarabayaloats goid

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORT KASASI
(SURAT TERCATAT)
No.141/Akte.Pdt.Kasasi/2026/PN.SBY

Nomor, 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby jo Nomor ; 667/POT/2026/PT SBY.

Seya Kariadi Budi Iswanto, SH selaku Jurusita Penggantl pads Pengadilan Negeri Surabaya atas
perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:
Nama ¢ MNyonya Janda Pik Indah Wati Gunawan
Alamat ¢ Jalan Ngapel Wasana ¥ No. 40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan

Gubeng, Kota  Surabaya, berdasarkan  Surat  Keterangan  Nomor

470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya
dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Sebagai ¢ Turut Termohon Kasasi - I samula Turut Terbanding I/Turut Terbantah I;

Bahwa memori kasasi tertanggal 21 September 2026, dizjukan secara elektronlk melalui aplikasi e-Court
Kepaniteraan Pengadilan Negerl Surabaya, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 27
Agustus 2026 Nomor : 667 /PDT/2026/PT SBY jo Nomor. 1303,/ Pdt.Bth/2025/PN Sby oleh:

MNarma : RIFANI FAUZI 5.H., Dk Advokat dan Konsultan Hukum pada "Rifani fauzi S.H
& Relkan”

Alamat : Jalan Babadan Rukun II No.17 Surabava, Kelurahan Dupak, Kecamatan
Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur

Selaku ¢ Kuasa dari JERRY OLIMAN

Sebagal : PEMOHOMN KASASI semula PENGGUGAT ;

Dalam perkara antara :
Jerry Oliman sebagai Pemohon Kasasi;
Lawan
John Ranhaten Limanto sebagai Termohon Kasasi;
dan
Pik Indah Watl Gunawan, Dkk. sehagal Para Turut Termohon Kasasi;

Kepada pihak dimaksud dijelaskan akan haknya bahwa ia dapat memberikan jawaban terhadap memori tersebut
yang diajukan secara elektronlk melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negerl Surabaya, dalam
tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan Undang-Undang;

Adapun Pekerjaan Inl saya jalankan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya wntuk ditempelkan pada
papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui oéehnya sendirl atau siapapun yang mengenalnya
sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan;

1007
Catatan :

Pemberitahuan inl dilakukan melalul surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elekbronik..



KANTOR HUKUM

GPIFANT FAVZI, SH. L REKAN

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

HE: (@] 5333 15350  HP:OBAS18148420 E-mail: rifanipang

MEMORI KASASI

Dari :
JERRY OLIMAN
Keberatan Terhadap

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
NO.661/PDT/2026/PT.S5BY Tanggal 27 Agustus 2026
Jo.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NO. 1303/Pdt.Bth/2025/PN.5Sby Tanggal 22 Juni 2026

Perkara Antara :

- m?umn, Hhagai lllllllllllllllllll LE R R R L PEMDEGHMI
MELAWAN

- JOHN RANHARTEN LIMANTO, sebagai ........cc.convsesersesesso.. . JERMOHON KASASI

Nyonya Janda PIK INDAH WATI GUNAWAN, sebagai TURUT TERMOHON
KASASI]

Nyonya TENGKU HANDAYANI, sebagal ......cooveeee TURUT TERMOHON KASASI II
Nyonya TENGKU NOORINA SARI, sebagai .......... TURUT TERMOHON EASASI III.

]

Surabaya, 21 September 2026

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
I.Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Di-
JAKARTA

Melalui ;
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Jalan Raya Arjunc No.16-18
Surabaya
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Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : RIFANI FAUZI 5.H
Tempat/Tgl lahir  :Banjarmasin, 27 November 1968
Jenis kelamin : Lald-Lalki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Babadan Rukun Il No 17 Surabaya
Pekerjaan : Bdvokad
Status kawin : Sudah Menikah
Pendidikan : Strata 1 Omu Hukum
Nomor KTA 1 96.10491
Berlaku KTA : Hingga 31 Desember 2027
2. Nama : MUHAMMAD RIFAHMI ,5.H.
Tempat/Tgl.Lahir :Surabaya, 19 Mei 1987
JenisKelamin : Lald-lakd
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl.Bandar Gg.IV Belakang No.38C RT.03 RW.03,
Sepanjang, Taman, Kab.Sidoarjo
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Belum Menikah
Pendidilkan : Strata 1 [lmu Hukum
Nomor KTA : 22.1063, Berlaku Hingga 31 Desember 2026
3. Nama : M. BANDY YULIANTO, 5.H., M.H.
Tempat/Tgl.Lahir :SIDOARJO, 28 AGUSTUS 1998
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Sambibulu Rt.003/Rw.001, Taman , Kab.Sidoarjo
Pekerjaan » Advokat
Status Kawin : Belum Menikah
Pendidikan ; Btrata 2 [lmu Hukum
Nomor KTA : 24.02258, Berlaku Hingga 31 Desember 2027

Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hulum “RIFAN FAUZI

SH & RENAN”, berkedudukan di Jalan Babadan Rukun Il No.17 Kelurahan Dupak,
Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dan dengan alamat Elektronika (E-Court)
: rifanipengacara@gmail. com, serta HP Nomor 081333313350, selanjutnya disebut
PENERIMA KUASA, bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Surabaya, 31 Agustus 2026 (terlampir
dalam berkas), bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Nama : JERRY OLIMAN
Tempat/Tgl Lahir :Surabaya, 24 Juli 1968
Umur : 60 Tahun
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Jenis kelarmin : Lala-lald

Agama : Katholik

Warga Negara : Indonesia

Status : Kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Wonorejo Permai Selatan 2/7 CC-139 RT.007 RW.006
Eel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya

ETP/NIK : 3515182407660003

dalam hal i telah memilih tempat kediaman hulkum (domisili) di alamat kantor
kuasanya sebagaimana tersebut di atas dan untuk itu selanjutnya disebut

sebagai PEMOHON KASAST

Bahwa PEMOHON KASASI pada hari Rabu, Tanggal 09 September 2026, telah
menyatakan permohonan untuk pemeriksaan Kasazi pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya, melalui Aplikasi E-Court sebagaimana tersebut
dalam AKTA  PERMOHONAN  KASASlI SECARA  (E.Court) No.
141/Akta.Pdt.Kasasi/2026/PN.SbY No. 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby, sehingga
permohonan kasasi ini memenuhi syarat hukum sebagai permohonan Kasasi yang
sah.

Dengan ini PEMOHON KASASI menyampaikan keberatan terhadap putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 27 AGUSTUS 2026, Nomor
667/PDT/2026/PT.SBY, yang amarnya berbunyi antara lain sebagai berikut :

MENGADILI :

» Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah

* Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor @
1303/Pdt.Bth/32035/PN.5by tanggal 22 Juni 2026 yang dimohonkan
banding;tersebut

*» Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkal peradilan, yang dalam {fingkat banding sejumlah
Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)}

Demilkian pula PEMOHON KASAS] dalam Memori Kasasi ini menyampaikan
keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Juni 2026,
Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN.Sby, yang amarnya berbunyi antara lain sebagai
berikut :

MENGADIL! ;

Dalam Provisi:

e —————————
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Menolak tuntutan Provisi Pembantah;
Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (nief ontvankelijke
verklaard);

Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.925.000,00
(Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya Memori Kasasi oleh
Pemohon Kasasi , adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:

I. JUDEC FACTY SALAH MENARAPKAN HUKUM MENGENAI HUKUM PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI (PP]E)

-

Bahwa Pemohon Kasasi dalam megajukan upaya hukum Kasasi ke
mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berdasarkan Pasal 30
ayat (b) UU Ne.l4 Tahun 1985, yanga menyatakan, dalam hal
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau
penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan
karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
Bahwa dalam bukunya “Hulkum Acara perdata” mantan Hakim Agung M
Yahya Harahap 5.H., mengatakan Putusan Mahkamah Agung No.l860
KE/PDT/1984 memuat kaidah hukum putusan disebut onvoldoende
gemotiveerd kalau hakim tidak mempetimbanglkan secara seksama fakta
yang ditemukan dalam persidangan. Dan dikatakan oleh M. Yahya Harahap
SH., bahwa onveldoende gemotiveerd adalah masalah yuridis,
konsekuensinya putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cakup
pertimbangan bisa dibatalkan ditingkat banding, demikian seterusnya
ke Mahkamah Agung.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Judec facty telah salah menerapkan atau
melangar hukum mengenal hulum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B)
dalam memeriksa perkara a quo secara keseluruhan,

Bahwa hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B) adalah kesapakat awal
antara penjual dan pembeli untuk jual beli tanah/bangunan yang belum

dapat dilakulan transakmﬂ]'ﬂ (Alta Jual Eahj dimana ha:ﬂaﬂgggn hu kum
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- Bahwa dengan demikian berdasarkan hultum Termohon Kasasi bukan
pemilik obyek sengketa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli (PP]B)

- Bahwa dalam Putusan Mahakamah Agung (MA) No.37583 K/Pdt/2020, telah
menampilkan Kaidah Hukum, bahwa PPJB belum memindahkan hak
kepemilikan Obyek perjanjian dari pemiliknya. Hakim Kasasi menyatakan
bahwa sesual ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1987 menyebutkan :
peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
FPAT.

- Bahwa terdapat kasus serupa dengan Putusan dalam Putusan Mahkamah
Agung MA No.3753 E/Pdt/2020 yvang terjadi di Sleman melalui Putusan
No.170/Pdt.G/2026/PN.Smn. Majelis Hakim mempertimbanglan kaidah
hukum Puatusan MA No.3753 K/Pdt/2020 secara eksplisit sebagai
berikut :

1. PP]JB bersifat obligatoir, hanya menimbulkan hak dan
kewajiban untuk membuat AJB, sehingga tidak
mengalihkan hak milik atas tanah

&. Peralihan hak atas tanah baru terjadi secara hukum jika
sudah dibuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT sesuai Pasal
37 ayat(l) PP 24 Tahun 1997 dan didaftarakan ke Kantor
Pertanahan

3. Pembeli yang hanya memegang PPJB lunas, tidak
memiliki hak kebendaan atas tanah. Jika penjual menjual
lagi ke pihak ketiga dengan AJB yang sah, maka pembeli
PP]B hanya memiliki hak menuntut Ganti rugi secara

perdata kepada penjual.

- Bahwa berkaitan dengan perkara a quo peralihan hak atas tanah harus
tunduk pada Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yang
mana hal ini masuk dalam otonomi daerah.

Bahwa wuntuk dapat tanah milik Pemerintah KEota Surabaya, berdasarkan
Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Permnakaian Tanah, haruslah :

- benar-benar menguasai fisik tanah, berdasarkan Pasal 3 (1) dan
penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016 dan

e e —
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- adanya terlebih dahulu persetujuan pengalihan IPT dari Kepala Dinas
berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016.

Dengan demikian Termoon Kasasi/Terbanding/Terlawan bukan sebagai
pemilik Obyek sengketa, akibat belum/tidak adanya persetujuan
pengalihan IPT dari Kepala Dinas dan tidak mengusai fisik tanah, maka
tentunya Ketua Pengadilan Negeri yang mencermati perkara a quo bisa
mengeluarkan putusan non-executable terhadap perkara
No.782/Pdt.G/2012/FN.Sby Jo. 376/PDT/2013/PT.Sby Jo. No.l1660
K/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019 tersebut.

- Bahwa dengan demilian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak teliti dan
tidak cukup pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd) dalam
pertimbangan hukumnya dalam perkara a quo, sehingga telah salah
menerapkan hukum mengenai PP]JB atau Akta Pengikatan Jual Beli
yang di miliki Termohon Kasasi

- Bahwa dalam perkara a quo Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan
diterbitkannya Penetapan Eksekusi No. 32/Pdt.EKS/2025/PN Sby yang
berkaitan erat dengan Putusan No.782/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo.
316/PDT/2013/PT.5by Jo. No.18680 K/PDT/2014 Jo. No.301 PK/PDT/2018,
dimana, menurut Pemohon Kasasi penerbitan Penetapan Eksekusi No.
32/Pdt.EKS/2025/PN.5by tersebut didasarkan pada hasil resume yang tidak
teliti dan cenderung gegabah terhadap putusan No.782/Pdt.G/2012/PN.Sby
Jo. 376/PDT/2013/PT.8by Jo. No.1660 K/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019
tersebut.

- Bahwa dalill Termoon Kasasi/Terbanding/Terlawan dalam perkara a quo,
dalam hal membeli Obyek Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan
geluas 100,00 M? yang terletak di Jalan Bratang Jaya 59 Blok A/10 Surabaya,
adalah berdasarkan atas Akta Pengikatan Jual beli No.04 tertanggal 3
Februari tahun 2010 yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Herman

Soesilo,

Bahwa dalam Amar Putusan Peninjaukan Kembali (PEK) Nomor : 301
PE/Pdt/2019 (Bukt Plw-5), pada point 2 yang berbunyi : “...terhadap hak
milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konvensi,...".

sedangkan pada point 3 berbunyi : "Menyatakan secara hukum yang sah atas
obyek berupa sebidang tanah beserfa bangunan yang berdiri di atasnya..."
Bahwa dengan demikian putusan Peninjauan Kembali Nomer : 301

PE/Pdt/2019 mengandung kesalahan yang fatal karena pertimbangan
dan putusan Peninjauvan Kembali (PK) tersebut oleh Hakim Agung PK,
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sudah dianggap tanah Obyek Sengketa menjadi milik Termohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan, padahal masih PPJB atas bangunan bukan
atas tanahnya, maka selanjutnya_penerbitan Penetapan Eksekusi No.
32/Pdt. EK5/2025/FPN by, mengandung cacat hulum, dimana tidak secara
cermat dan tidak teliti mengenai persocalan kepilikaan Obyek Sengketa
dalam perkara a quo.

- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) didefinisikan oleh Peraturan
Pemerintah No.l2 Tahun 2021 dalam Pasal | angka 11 yang berbunyi
sebagal berikut

“Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli
yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku
pembangunan dan sefiap crang untuk melakukan jual beli Rumah afau
satuan Rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan
sebelum pembangunan unfuk Rumah susun atau dalam proses
pembangunan unfuk Rumah tunggal dan Rumah deret yang dibuat di
hadapan notaris"”.

- Bah dengan adan fakta h tersebut
. a h - . 3 -

]

= A ‘ I_ =1 k. - - i L =i B B

mengharuskan adanya persetujuan pengalihan [PT dari Kepala Dinas
berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016 dan Penguasaan fisik
Tanah, maka tentunya HKetua Pengadilan Negeri yang mencermati

perkara a guo seharusnya mengeluarkan putusan non-executable
terhadap perkara No.182/Pdt.G/2012/PN.5by Jo.

316/PDT/2013/PT.5by Jo. No.l660 K/PDT/2014 Jo. No.301
PE/PDT/2019 tersebut.

- Bahwa dengan Putusan Peninjauan Kembali No.301 PE/PDT/2019 (Bukti
Plw-5) dalam perkara a quo, untuk pengosongan atas Obyek Sengheta
tidak bisa dijalankan dan tidak bisa dilaksanakan, karena
Terbanding/Terbanding bukan pemilik yang sah yang dapat
mengosongkan Obyek sengketa dalam perkara a quo.

- Bahwadengan demikian memohon kepada Majelis Hakim Agung pada
Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini, berdasarkan Pasal
pasal 50 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dapat
memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan memakai hultum
pembulktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.
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Bahwa Pasal 50 ayat (2) UU No.l4 tahun 1985 Tentang Mahakamah
Agung berbunyi sebagai berikut :

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan
mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian
yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”.

II. JUDEC FACTY SALAH MENARAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR
HUKUM PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH YANG DITERBITEKAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

1. Bahwa dalam pemeriksaan Perkara No.TBZ/Pdt.G/2012/PN.Bby Jo.
376/PDT/2013/PT.5by Jo. No.1660 K/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2018,
yang kemudian terbitnya Penetapan Eksekusi No. 32/Pdt.ERKS5/2025/PN
Sby, tidak ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang menggunalkan
dasar hukum Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
[ZIN PEMAKAIAN TANAH yang dikeluarkan Pemerintah Kota SBurabaya,
sebagal Peraturan khusus untuk Obyek Sengketa.

Bahwa berdasarkan hukum seharusnya untuk sengketa tanah di Surabaya
yvang dikenal dengan Surat [jo, dimana dimana Obyek sengketa a quo alas
halmya Izin Pemakaian Tanah, seharusnya menggunakan Peraturan
Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG I[ZIN PEMAEKAIAN
TANAH yang dikelnarkan Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan demilkian Penetapan Eksekusi Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.5by
mengandung cacat hukum dengan salah menerapkan hukum yang
sebenarnya, sehingga tidak dapat dijalankan (Non EXECUTAEBLE)

2. Bahwa berdasarkan hulum, TUJUAN dari PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH,
sebagaimana terlihat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah (Perda) tersebut,
yang berbunyi :

“Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka
tertib administrasi pemanfaatan tfanah serta sebagai bentuk
pengendalian alas pemakaian tanah milik dan/alau dikuasai
Pemerintah Daerah oleh pihak lain."
Dengan demikian dapat dibuktikan persocalan Obyek Sengketa berupa
Ruko Jalan Bratang Jaya 59 Blok A/10 Surabaya (Bukti Plw-8), haruslah
berdasarkan dan mengikuti ketetapan Pemerintah Daerah Kota
Surabaya NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN
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TANAH, dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan tanah serta sebagai
bentuk pengendalian tanah yang dimiliki dan /atan dikuasai Pemerintah
Daerah Kota Surabaya.

Dengan demikian berdasarkan hukum dapat dinyatakan ada kesalahan
menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 782/Pdt.G/2012/ PN.Sby tanggal 20
Maret 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 376/Pdt./2013/
PT.5by tanggal 18 September 2013, Putusan MA Nomor : 1660 K/Pdt/2014
tanggal 19 Maret 2015 dan Putusan PK Nomor : 301 PE/Pdt/2019 tanggal 23
Oktober 2018, tersebut karena tidak menggunakan Dasar Hukum
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
IZIN PEMAKATAN TANAH.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka & PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatalcan :

“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah.”

Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota
Surabaya, dapat dibuktikan Tanah Obyek Sengketa perkara a guo

4. Berdasarkan bunyi Pasal 3 (1) PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, telah
menyatakan :

“Pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang
senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang
tidak dipalkai sendiri oleh Pemerintah Daerah".

Berdasarkan Penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Perda No.3 Tahun 2016
tentang Izin Pemakaian Tanah, telah dijelaskan :

“Yang dimaksud pihak yang senyafa-nyala menguasai adalah pihak
yang menguasai secara fisik tanah”.

Berdasarkan Pasal 3 (1) dan penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016
tersebut, dapat dibuktikan unituk mendapatkan Izin Pemakaian

Tanah adalah pihak yangmemerlukan atau senyata-nyafa menguasal

secara fisik Tanah milik Pemerintah Hota Surabaya Tersebut,

sehingga dapat ___ dibuktikan eleh Pemohon
Kasasi/Pembanding/Pelawan dalam Bukti Plw-1, dan Bukti Plw-11
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menguasai fisik tanah dan bangunan Obyek Sengketa, sehingga
Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan berdasarkan hukum
diutamakan dapat mendapatkan Izin Pemalkaian Tanah dari Pemilik

Tanah yaitu Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan bukti Plw-1, Termohon Kasasi/Terlawan merupakan pihak
yang mengajukan pengosongan atas tanah dan bangunan Obyek
sengketa, maka secara hukum dalam perkara a quo Termohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan bukan pihalk yang senyata-nyata
menguasai tanah milik / diltuasai Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

5. Berdasarkan Bukti Plw-11 sampai dengan Bulkti Plw-35, dapat dibuktikan
Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan sejak tanggal 12 Juni 2008 sudah
menguasai fisik tanah dan bangunan cbyek sengketa dengan cara
menyewa kepada Turut Termohon Kasasi I, II dan lII/Para Turut Tergugat,
yang kemudian berdasarkan Bulti Plw-35 sampai dengan Bukti Plw-138
dapat dibuktikan penguasan cbyek sengketa secara nyata oleh Pemohon
Kasasi/Pembanding/Pelawan membeli dari Para Turut Termochon
Kasasi/Para Turut Tergugat secara angsuran dan akan dibayar secara lunas
cleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan, setelah Para Turut Termochon
Kasasi/Para Turut Tergugat sebagail ahli waris Tengku Aseng sebagai
pemegang Izin Pemakalan Tanah (IPT), meminta kepada Pemliot Surabaya
menerbitkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang beralih ke ahli waris yang
dalam hal ini adalah Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan.

Berdasarkan fakta persidangan, dalam perkara a quo Para Turut Termohon
Kasasi/Para Turut Terlawan, sudah dipanggil secara patut dan telah pula
dipanggil secara umum melalui Koran, namun tidak pernah hadir
dipersidangan, dengan demikian terbukti Para Turut Termchon
Kasasi/Para Turut Terlawan sebagai ahli waris, telah melepasakan haknya
atas Tanah dan Bangunan Obyek Sengketa.

Bahwa Pemohon EKasasi/Pembanding/Pelawan adalah pihak yang
menguasai Obyek Sengketa yang terletak di Jalan Bratang Jaya 59 Blok
A/10 Surabaya tersebut, dan Tengku Aseng sebagal pemegang IPT telah
meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2005 (berdasarkan Bukti Plw-7 dan
Plw-8 serta dalam Bukt Plw-2 sebagai bukti Tergugat IV sekarang
Termohon = Kasasi/Terlawan a quo), sehingga  Pemochon
Kasasi/Pembanding/Terlawan berhak untulk selanjutnya
mengajukan Izin Pemalkaian Tanah (IPT), karena Pemochon
Kasasi/Pembanding/Pelawan secara nyata-nyata menguasai fisik
Tanah dan Bangunan Obyek Sengketa, dan Izin Pemakaian Tanah
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(IPT) telah berakhir karena pemilik IPT (Tengku Aseng) meninggal
dunia dan ahli warisnya tidak meneruskan IPT.

6. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG I[ZIN PEMAKAIAN TANAH, menyebutkan :
“IPT dapat berakhir apabila :

l.masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak
memperpanjang IPT sesuai dengan kefenfuan yang berlaku;
8. atas permintaan sendiri;
J. pemegang IPT meninggal dunia;
4. IPT dicabut.
Dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan :
“Dalam hal pemegang IPT meninggal dunia, maka ahli warisnya
dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk
mendapatkan IPT sesuai ketentuan yang berlaku”.

Berdasarkan Bukti Plw-6 berupa [zin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama
Tengku Aseng berakhir pada tanggal 9-12-2008, vyang kemudian
berdasarkan Bukti Plw-T dan Bukti Plw-8 (juga ada dalam Bukti Plw-2),
membultilcan Tengku Aseng meninggal pada tanggal 8 Juli 2005, sehingga
Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama Tengku Aseng berdasarkan pasal
10 huruf ¢ Perda NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN
TANAH, telah berakhir sejak Tengku Aseng meninggal dunia pada tanggal
8 Juli 2005.

Berdasarkan Bukti Plw-11 sampai dengan Bukti Plw-138, Pemohon
Kasasi/PemBanding/Pelawan dapat membulktikan, Pemohon Kasasi telah
secara nyata-nyata menguasai fisik Obyek Sengketa dengan cara
menyewa dan membeli fisik Obyek Sengketa dari Para Turut Termohon
Kasasi sebagai ahli waris Tengku Aseng sebagai pemegang Izin
Pemakaian Tanah (IPT). Sehingga secara serta merta Pemohon
Banding/Pelawan bisa langsung mengajukan Izin Pemakaian Tanah (IPT)
karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang secara nyata-nyata menguasai
Obyek Sengketa, dimana disebablkan ahli waris Tengku Aseng yakni Para
Turut Termohon Kasasi tidak meneruskan perpanjangan [PT.

Berdasarkan hukum sejak pemilik IPT vyaitu Tengku ZAseng
meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2005 maka Tanah milik
Pemerintah Kota Surabaya kembali menjadi tanah milik Pemlkot Kota
Surabaya (negara). Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Ruang
Lingkup Permasalahn Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12)
menjelasakan mengenai salah satu syarat eksekusi yang tidak dapat
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dijalankan (non-executable) adalah Perubahan status tanah menjadi
milik negara.

1. Dalam perkara a quo, Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan dalam hal
membeli Obyek Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas
100,00 M* yang terletak di Jalan Bratang Jaya 59 Blok A/10 Burabaya, adalah
berdasarkan atas Akta Pengikatan Jual beli (PP]B) No.04 tertanggal 3
Februari tahun 2010 yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Herman
Soesilo.

Bahwa menurut hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PFJB) adalah
kesapakat awal antara penjual dan pembeli untuk jual beli
tanah/bangunan yang belum dapat dilakukan transaksi AJB (Akta Jual Beli),
dimana berdasarkan hukum dalam perkara a quo, Akta Pengikatan Jual
beli No.04 tertanggal 3 Februari tahun 2010 yang dipegang oleh Termochon
Kasasi/Terlawan bukan bukti peralihan hak atas tanah, melainkan hanya
janji untuk melakukan transaksi jual beli, dimana faktanya Termohon
Banding/Terlawan tidak melakukan jual beli (A]B) dengan Para Turut
Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan dan Tidak mempunya persetujuan
pengalihan IPT dari kepala Dinas

Bahwa dengan demikian penerbitan Penetapan Eksekusi No.
32/Pdt.EEKS/2025/FPN Sby, mengandung cacat hulum, dimana tidak secara
cermat dan tidak teliti mengenai persoalan kepilikaan Obyek Sengketa
dalam perkara a quo, dimana berdasarkan Pasal | angka 6 Perda No.3
Tahun 2016 tentang [zin Pemakaian Tanah, menyatakan :
“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah.”

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016, menyebutkan :
“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas",

Dengan demikian Akta Pengikatan Jual beli (FP]B) No.04 tertanggal 3
Februari tahun 2010 yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Herman
Soesilo, mengadung cacat hukum untuk membeli Obyek Senglketa, karena
tidak terlebih dahuln mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dan
Kepala Dinas.
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Maka setelah Pemilik IPT yaitu almarhum Aseng meninggal dunia,
secara hukum dapat dinyatakan tanah Obyek Sengketa kembali
menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya.

Untuk mendapat IPT tanah milik Pemerintah Kota Surabaya,
berdasarkan Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemalkaian Tanah,
haruslah :

- benar-benar menguasai fisik tanah, berdasarkan Pasal 3 (1) dan
penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016 dan

- adanya persetujuan pengalihan IPT dari Kepala Dinas
berdasarlkan Pasal 9 Ayat (2) Perda Neo.3 Tahun 2016.

Dengan demikian Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan bukan
sebagai pemililt Obyek sengketa, akibat belum/tidak adanya persetujuan
pengalihan [PT dari Kepala Dinas dan tidak mengusai fisik tanah, maka
tentunya Ketua Pengadilan Negeri yang mencermati perkara a quo
seharusnya mengeluarkan putusan non-executable terhadap perkara
No.782/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo. 316/PDT/2013/PT.5by Jo. No.1680
E/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2018 tersebut.

8. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan :
“Pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang
senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang
tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah".

Berdasarkan Bukti Plw-1 membuktikan Obyek Sengketa perkara a quo
dikuasai dan ditempati oleh Pemochon Easasi/Pembanding/Pelawan.
Dimana hal tersebut dapat dibuktikan dalam kesaksian- kesaksian saksi-
saksl yang menjelaskan Pelawan / Penggugat crang yang menyewa
sebagaimana disebut dalam kesaksian dalam Bulti Plw-2.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan adalah pihak yang senyata-
nyata menguasai Obyek Sengleta, maka berdasakan hukum Pasal 3
ayat (1) Peraturan Daerah NOMOR 3 TAHUN 2016 tentang Izin
Pemakaian Tanah (IPT), Pemochon Kasasi yang senyata-nyata
menguasai tanah Obyek sengketa, mernpakan pihak yang bisa
mendapatkan Izin dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemilik
tanah (vide Pasal 1 angka 6 Perda Kota Surabaya No.3 Tahaun 2016
Tentang Izin Pemakaian Tanah). Dengan adanya Bukti Flw-11 sampai
dengan Bulkti Plw-138, membuktikan Pemochon Kasasi/
Pembanding/Pelawan adalah mengontrak yang kemudian membeli

_— e —_ - —
Rifani Fauzi, 5.H. &Rekan Halaman 13




dengan cara Angsuran, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan
merupakan pihak yang menguasai tanah Obyek Sengketa yang
merupakan milik Pemkot Surabaya, sehingga berdasarkan hukum
Pemohon Kasasi dapat dan berhak untuk mendapatkan Izin Pemakaian
Tanah (IPT) berdasarkan Perda Kota Surabaya No.3 Tahun 2016.

8. Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG IZIN PEMAEAIAN TANAH Pasal 9 ayat (1), Pengalihan IPT
disebabkan hal-hal sebagai berikut :

a. pewarisan bangunan yang berdiri diatas tanah IPT:
b. hibah bangunan yang berdiri diatas tanah IPT:

c. Jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT:
d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah [PT.

Ayat (2)

“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas",

Berdasarkan Perda NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN
TANAH, menurut hukum jual beli tanah dan Bangunan Obyek sengketa
perkara a quo haruslah terlebih dahulu mendapatkan pengalihan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) dari Eepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkara a quo berdasarkan hukum Termohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan tidak pernah membuktikan dalam
perkara awal sebagaimana terlihat dalam Bukti Plw-2, Plw-3, Plw-4
dan Plw-5, telah mendapatkan persetujuan pengalihan  Izin
Pemalaian Tanah (IPT) dari kepada Dinas Pemerintah Kota

Surabaya.

10. Berdasarkan bukti Plw-3, Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan
keberatan dengan putusan Peninjauan Kembal! (PK) Nomor : 301
PE/Pdt/2018 tanggal 23 Olktober 2019; pada Putusan point 3 yang
berbunyi :

“Menyatakan secara hukum yang sah atas obyek berupa sebidang
tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya telah dibeli sah
oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Kon' -nsi"

Berdasarkan Bukti Plw-5 tersebut membuktikan adanya pembelian
bangunan diatas tanah IPT oleh Termohon
Kasasi/Terbanding/Terlawan, padahal berdasa-'an hukum Perda
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Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Dalam Pasal 9 ayat
(1), Pengalihan IPT disebabkan hal-hal sebagai berikut ;

a. pewarisan bangunan yang berdiri diatas tanah IPT:

b, hibah bangunan yang berdiri diatas tanah IPT:

c. jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah IPT.

Ayat (2)

“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas".

Berdasarkan Perda NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN
TANAH, dapat dibuktikan jual beli tanah dan Bangunan Obyek sengketa
perkara a quo haruslah terlebih dahulu mendapatkan pengalihan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) dari Kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkara a quo dapat dibuktikan Terbanding/Terlawan tidak pernah
membuktikan dalam perlara awal sebagaimana terlihat dalam Bulkti Plw-
&, Plw-3, Plw-4 dan Plw-5, telah mendapatkan persetujuan pengalihan Izin
Pemakailan Tanah (IPT) dari kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.
Dengan demilaan [katan Jual Beli (Bukti Plw-T7 / ada dalam Bukti Plw-2) oleh
Terbanding/Terlawan dengan Para Turut Terlawan melanggar pasal 9 ayat
(2) Perda No.3 Tahun 2016 tentang IPT.

Dengan tidak adanya terlebih dahulu persetujuan pengalihan IPT dari

Kepala Dinas, membuktikkan Ikatan Jual Beli (PP]JB) dan bangunan
atas Obyek Sengketa yang didalilkan ocleh Terbanding/Terlawan
tidak sah karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana Perda
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN FEMAKALAN TANAH.

Berdasarkan seluruh bukti dan dalil-dalil yang disampaikan
Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan dalam perkara a quo dapat
dinyatakan Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Eksekusi
Nomor 3Z/Pdt.Eks/2025/PN.5by, adalah benar karena tidak sesuai

hukum dan Judec factie telah salah menerpakan atau melanggar

hukum yang berlaku yaitn melanggar dan tidak menerapkan Perda
No.3d Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah, karena tanah milik

Pemerintah Kota Surabaya, dimana seharusnya dengan adanya
otonomi Daerah dan kekhususan penggunaan tanah dan bangunan
obyek sengketa maka harus menggunakan dasar hulkkum Perda No.3
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Tahun 2016 tentang Izin Penggugaan Tanah. Sehingga dengan
demikian terbukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan dalam
perkara Perlawanan ini merupakan Pelawan yang benar,

III.JUDEC FACTY SALAH MENARAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR
HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.I TAHUN 2021
TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT.

11

Bahwa dalam pemeriksaan Perkara No.782/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo.
316/PDT/2013/PT.5by Jo. No.1660 K/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019,
yvang kemudian terbitnya Penetapan Eksekusi No. 32/Pdi.EKS/2025/PN
Sby, tidak ada dilakukannnya Pemeriksaan Setempat (PS) dimana
merupakan suatu kegiatan pemindahan tempat sidang pengadilan secara
langsung ke Lokasi obyek sengketa oleh Majelis Hakim. Tujuannya agar
Hakim dapat melihat, mengetahui dan memastikan secara jelas mengenai
letak, luas, batas-batas, kuantitas serta situasi nyata dari obyek sengketa.

Bahwa dengan adanya Pemeriksaan Setempat tentunya untuk mencegah
Putusan yang tidak dapat di eksekusi. Berdasarkan SEMA Neo.T tahun 2001
tentang Pemeriksaan Setempat, untuk obyek sengketa berupa barang tidak
bergerak, pemeriksaan setempat (P5) sangat krusial dan wajib dilakulkan
agar diktum putusan tidak keliru atau non-executable (tidak bisa
dieksekusi).

Dalam praktekpya, untuk menghindari status non-executable pada perkara
perdata ketua Pengadilan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) No.T tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dimana
Hakim diwajibkan melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente), guna
memastikan letak, luas dan batas obyek sengketa serta diketahuinya tanah
cbyek sengketa dicatatan desa/Kelurahan milik siapa. Untuk itu dalam
prakteknya Majelis Hakim akan menyurati dan mengundang kepada
Desa/lkelurahan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat.

Bahwa dengan adanya Pemeriksaan Setempat bisa diketahui status tanah
Obyek Sengketa, yang ternyata Pemiliknya adalah Pemerintah Kota
Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 tentang Izin
Pemakain Tanah

Dalam Pasal 1 angka 6 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan :
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“Tanah adalah tamah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah.”™

Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Eurahaya
dnpat d:]:u.khknn Tana angl : 2lah 2

Dengan demildan berdasarkan hukum, Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor : 782/Pdt.G/2012/ PN.Sby tanggal 20 Maret 2013 (Bukti Plw-
2), Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 376/Pdt./2013/ PT.Sby
tanggal 19 September 2013 (Bukt Plw-3), Putusan MA Nomor : 16860
E/Pdt/2014 tanggal 18 Maret 2015 (Bukti Plw-4) dan Putusan PK Nomeor : 301
PE/Pdt/2018 tanggal 23 Oktober 2018 (Bukti Plw-5), mengandung cacat
hukum, karena tidak menerapkan hulum atau melanggar hukum Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan
Setempat. Sehingga dengan demikian Penetapan Penetapan Ekselkusi
Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.Sby yang dilawan cleh Pelawan, tidak dapat
dilaksanakan (Non EXECUTABLE).

Bahwa berdasarkan hukum, Judec facty sebagaimana maksud pasal 30
Undang-Undang No.l4 TAHUN 1985 Tentang Mahkamah Agung, telah
salah menerapkan hukum dan selanjutnya Mahkamah Agung RI yang
memeriksa perkara ini berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang
tentang Mahkamah Agung, dapat memeriksa dan mengadili sendiri
perkara ini.

Bahwa Pasal 50 ayat (2) UU No.14 tahun 1985 Tentang Mahakamah
Agung berbunyi sebagai berikut :

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan
mengadili sendiri perkara tersebutl, maka dipakai hukum
pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama".

Bahwa selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Agung pada
Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini, berdasarkan Pasal
pasal 50 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dapat
memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan memalkai hulkum
pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.
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Bahwa berdasarkan Memori Kasasi ini, dalam perkara a guo telah terjadi
penerapan hukum yang tidak benar atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B),
melanggar hukum PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, dan melanggar hukum SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.I TAHUN 2021 TENTANG PEMERIKSAAN
SETEMPAT, serta Tanah Obyek Sengketa telah kembali menjadi milik
Pemerintah Kota Surabaya, sehingga Penetapan Eksekusi No.
32/Pdt.EKS/2025/PN.8by dari Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat
dilaksanakan (Non Executable).

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Pemohon Kasasi memochon kepada
Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

* Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ;

* Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi BSurabaya Nomor
661/PDT/2026/PT.5BY Tanggal 27 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/FN.Sby Tanggal 22
Juni 2028, yang dimohonkan EKasasi

Mengadili sendiri :
Mengabulkan Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;

Menyatakan tidak sah Akta No.04 tanggal 3 Pebruari 2010 Perjanjian
Pengikatan Jual Beli, antara Terlawan dengan Turut Terlawan I, Turut
Terlawan Il dan Turut Terlawan III.

Menyatakan Termohon Kasasi/Terlawan bukan pemilik yang sah atas
bangunan rumah atau Ruko diatas Tanah Dinas Pengelolaan Tanah dan
Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya seluas 100 M® yang
terletak di Jalan Bratang Jaya 59 Blok A/010, Kelurahan Barata Jaya,
Kecamatan Gubeng, Kotamadya Daerah Tingkat I Surabaya.

Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 32/PdtEKS5/2025/PN Sby dari
Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat dilaksanakan (Non Executable).

-  Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara.
atau ;
Apabila Majelis Halim Mahkamah Agung dalam perkara ini berpendapat

lain, mohon agar lkiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut
hukum (ex aequo et bono).
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Demikian Memeori Kasasi ini kami sampaikan, untuk kiranya dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam memberikan putusan yang sesuai rasa kebenaran dan
keadilan. Atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan Terimalkasih
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